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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan

ridho-Nya penyusunan Keputusan lt/enteri Dalam Negeri Nomor 40A,8.2-5484.DUKCAP|L

Tanggal 30 Desember Tahun 2022Te,ntang Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil yang

mana lampirannya menjadi Buku Petunjuk' Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil, dapat

diselesaikan dengan baik. Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini memberikan

gambaran tentang penjelasan umum, sejarah dan regulasi dari peristiwa penting serta

persyaratan, tata cara, formulir hingga hasil pelayanan pencatatan sipil pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik di Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

(NKRI) maupun pada Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri. Buku petunjuk teknis ini

disusun dengan mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

terkait administrasi kependudukan yang berlaku saat ini, dengan harapan dapat

mempermudah, mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan

khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan sipil.

Petunjuk teknis ini akan menjadi acuan karena memuat pengaturan secara

komprehensif semua peristiwa penting yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, pereeraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan

nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Besar harapan

kami, buku petunjuk teknis ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh

pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi nyata dan positif bagi perkembangan dan

peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di lndonesia.

Jakarta, 30 Desember 2022

Direktur Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dohmen ini telah ditandatangani

elelrcrik olelr

Direl*ur Je{der*l Keperdudukan

Pencatalao Sipil,
Prof- Dr- ZgdanArifFak u!l& 5T{. ML

L

Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai

Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 4OO.a.2-54a4.Dukcapi1 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi baik secara

pengetahuan maupun keterarnpilan bagi petugas
pelayanan di Dinas Kependrrdukan dan Pencatatan
Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota
serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Wilayah NKRI, juga sebagai langkah optirnalisasi dan
peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui
pemberian kemudahan, kecepatan dan akurasi
sesuai ketentuan peraturan perrndang-undangan

' perlu adanya petunjuk teknis pelayanan pencatatan
siPil;

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dimaksud dalam hunrf a perlu rnenetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang
Adrninistrasi Kependudr.rkan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor I24,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nornor 24 Tatrun 2013 tentang
Pembatran Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
20O6 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatmn 2Ol3 Nornor 232,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornor 40
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nornor 23 tahun 2006 tentang Adrninistrasi
Kependrldukan sebagairnana telah diubah dengan
Undang Undang Nornor 24 Tahun 2013 tentang
Perrbahan Atas Undang Undang Nornor 23 Tahun
2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan
(Lembaran negara Republik Indonesia Talrlun 2OL9
Nornor 102);

3. Peratr.ran Presiden Nornor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 1a4\;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peratrrran Presiden Nornor I14 Tahun 2O2l
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomot 2a6l;

5. Peraturan Kementerian Dalarn Negeri Nomor 13
Talttn 2O2L Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalarn Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 398);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2Ol9 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukarl Secara Daring (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1521;

7. Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2079 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nornor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
dal Tata Cara Pemndaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 17a9l;

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 109 Tahun
2olg tentarrg Formulir dan Buku Yang Digunakan
Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor l79O)-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PENCATATAN
SIPIL.
Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ,

sebagaimana tercanttlm dalam Larnpiran yang
merupakan bagian tidak terpisal.kan dari Keputusan
Menteri ini.
Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalarn Diktum KESATU
dipergunakan sebagai pedoman dalarn pelayanan
pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota
serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Wilayah NKRI.
Keputusan Menteri ini mulai berlakrr pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 30 Desetnber 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);

EEdffilEl 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;

{fiffi 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
ffiffi 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

ffi#::5i,?f""5i"il'.:l[;#'KementerianDa'lamNegeri;
Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandahngani secara elektronik yang tersefrifikasi oleh Balai
Sefrifikasl Elektronik (BSrE) sehinggatidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Dohmer ini telah

elekrcnik oleh

Direttu' Jerderal Kepeududukan

PeDcatatan Sipil-
Prof. Dr. Zudan Arif F6kru1loL SH- MH
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4OO.8.2-5484.DUKCAPIL TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
PENCATATAN SiPIL

KEMENTERIAN DALAM HEGERI RI

DINEKTONAT JENDERAL KEPENDUDUKAN
DAN PEHCATATAN SIPIL

trETI.'ilf,UK TEKHIS
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PEilCATATAil SIPIL
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DAFTAR ISTILAH

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan

pembangunan sektor lain-

2" Penduduk adalah Warga Negara lndonesia dan Onang Asing yang bertempat

tinggaldi lndonesia.

3. Warga Negara lndonesia adalah omng{rang Bangsa lndonesia asli dan

orang{Eng bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai

Warga Negara Indonesia.

4. Onang Asing adalah ormg bukan Walga Negara lndonesia-

5- Menteri adalah menteri yang bertranggung jawab dalam urusan pemerintahan

dalam negeri-

6- Penyelenggara adalah pemerintah" pemerintah pmvinsi dan pemerintah

Kabupaten/Kota yang bertanggung iawab dan berwenang dalam urusan

adminishasi kependudukan-

7- Instansi Pelaksana adalah perangkat penrerintah lGbupaten/Kota yang

bertanggung iawab dan berrenang melaksanakan pelayanan dalarn urus.rn

adminishasi kependudukan-

8- Dokumen Kependudukan adalah dokumen rsrni yang diterbiU<an olett

Instami Pdaksana yang mernpunyai kekuatan hukum sebagai alat bukli

autentik yang dihasilkan dari pelapnan pendaftanan penduduk dan

pencatatan sipil-

9- Data Kependudul@n adalah data perseorangan dar/atau data agregat yang

tersffuktursebagai hasil dari kegiatan pendaftanan penduduk dan pencatatan

siprl-

1O- Pendaftalan Penduduk adalah pencaman bftdata pendudulC pencatatan atm

pdaeoran pe*;tlwa kependudukan dan pendataan penduduk refltan

adminisilrmi kependudukan serta penerUitan dokumen kependudukan benrya

lerfu identtas atau surat kefierangan kependudukan-

Il-Peds{im Kepen&rdukan #lah keiadian yang dia}ami pendudukyang harus

dieapo*an karena rrenrbauua al6at tertpOap penerbltan atau perubdmn



rtu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan

kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status

tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

12.Nomor lnduk Kependudukan, selanjutnya disingkat NlK, adalah nomor

ider+ti@s penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk lndonesia.

13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, Susunan dan hubungan dalam keluarga, serta

identitas anggota keluarga.

14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu

tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

l5.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan

peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lT.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oteh seseorang meliputi

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan.

18.lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing

untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam jangka

waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

19.lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing

untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesla sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab

memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di

desa/kelurahan atau nama lainnya.

21.Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK,

adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan
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komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi admin

kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu

kesatuan.

22.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan

dr.laga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah

satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk

pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama lslam'

24.unil pelaksana Teknis lnstansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT lnstansi

Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab

kepada instansi Pelaksana



BAB I

PENDAHULUAN
A Latar Belakang

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainl'

pencatratan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang

dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana2'

Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang'

Undang Dasar 1g45 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status

hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami

penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.

peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah alamat untuk

menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas

menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian,

perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, pengeSahan anak,

serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti narna merupakan kejadian yang

harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat

keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan

pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan penting dari segala

persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat

publik maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata

lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi

penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan

sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum kepada warganya serta untuk mewujudkan pengelolaan

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta tata

kelola pemerintahan yang baik, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

1 Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasl Kependudukan, Pasal 1, Ayat 1

2 Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 24 Tahun 20X.3 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1, Ayat 15

Serual dengan perundang. und.ngln y.ng berl.ku, dokum.n lnl tal.h dltrnd.l..ngrnl..acrra.l.ktronlk yang tarlartlllkral olsh Balal
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ipil menyusun Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman

dalam melaksanakan pelayanan pencatatan sipil. lt/elalui Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Iahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan lVenteri Dalam Negeri

Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam

Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan

Nomor 470113287lDukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan,

Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang

menjadi pedoman dalam penyusunan Buku Juknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini.

Titik kritis dalam penyusunan buku petunjuk teknis ini adalah bagaimana mendorong

terbangunnya keserasian terkait proses dan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil

sehingga terurai secara jelas dari proses pendaftaran hingga hasil pelayanan

pencatatan sipil yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan buku

petunjuk teknis ini sebagai pedoman pelaksanaan terkait pencatatan sipil.

B. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran penyusunan buku petunjuk teknis pelayanan

pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil adalah:

a. Sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;

b. fMemberikan pedoman pelaksanaan dalam hal pengawasan dan pemeriksaan

terhadap proses pelayanan pencatatan sipil.
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2. Sasaran

Sasaran dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab dalam pelayanan pencatatan sipil;

b. Memberikan standar yang sama dan terukur bagi petugas di Dinas Dukcapil

Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan petugas pada

kantor Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dalam pelayanan

pencatatan sipil.

C. Dasar Penyusunan Petunjuk Teknis

Penyusunan Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil berpedoman

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan [t/enteri Dalam

Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan presiden

Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil serta Peraturan [Vlenteri Dalam Negeri Nomor 109Tahun 2019

tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

D. Metode Penyusunan

li/etode penyusunan petunjuk teknis ini menggunakan pendekatan yuridis yang

berbasis kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam

Adr,ninistrasi Kependudukan, kemudian diuraikan dalam sebuah bisnis proses untuk

setiap peristiwa penting dalam pelayanan pencatatan sipil.

E. Pemantauan dan Evaluasi Penerapan

Pelaksanaan penerapan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, hendaklah

dipantau proses penerapannya, guna mengetahui apakah petunjuk teknis tersebut

dapat dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai prosedur. Masukan-masukan hasil

pemantauan dari setiap petunjuk teknis merupakan bahan evaluasi untuk

penyempurnaan atau revisi terhadap petunjuk teknis. Revisi petunjuk teknis dimaksud

adalah melakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan dan kondisi aktual dalam

pelaksanaan petunjuk teknis ini.
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BAB II

SEJARAH PENCATATAN SIPIL

A. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialamioleh

seseorang dalam buku register pencatatan sipil yang dilakukan oleh Negara. Peristiwa

penting yang harus dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang

membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan maupun lahirnya hak-

hak keperdataan atau hapusnya hak-hak keperdataan, sehingga yang dicatat adalah

setiap peristiwa yang dialami seseorang dengan tujuan peristiwa itu dapat diketahui

dengan jelas.

Dalam dokumen Burgerlijke Sfand (BS) pada arsip nasional menunjukkan bahwa

pencatatan sipil di Hindia Belanda sudah ada sejak tahun 1623 dan terakhir tahun

1866. Berasaldaridaerah Batavia, Java, Semarang, Pasuruan, Surabaya, Makassar,

Ternate, Amboina, Meester Cornelis, Benkulen, Banjarmasin, Selebes, Gorontalo'

Menado dan Timor. Terdiri dari dokumen'. rouwbrieven (surat nikah/kawin), Geboofte

(kelahiran) dan naturalisafie (naturalisasi) yang bersumber dari catatan-catatan Gereja

(Kerk).

Lembaga pencatatan sipil di negeri Belanda sebenarnya berasal dari Perancis,

lembaga ini telah ada sejak revolusi perancis. Catatan sipil di Perancis pada waktu itu

diselenggarakan oleh pendeta yang dalam hal ini sebelum abad ke 18 dimana telah

menyediakan daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan lainnya.

Pencatatan sipil di Perancis diberlakukan di Belanda dan wilayah penjajahan

Belanda, termasuk Hindia Belanda. Di Batavia (Jakarta sekarang) catatan sipil telah

ada sejak 1820, meskipun secara de jure tahun 1850 yang disesuaikan dengan

kedudukan Kota Jakarta itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya hanya

diperuntukkan kepada keperluan beberapa penduduk saja.

Pemberlakuan catatan sipil oleh pemerintah Belanda tersebut sesuai dengan

politik hukum pemerintah dan penggolongan penduduk di Hindia Belanda sesuai

dengan Pasal 131 Jo Pasal 163 lndische Staatsregeling. fMenurut ketentuan tersebut

penduduk di Hindia Belanda dibagi dalam 3 (tiga) golongan penduduk, dengan

pemberlakukan hukum yang berbeda pada masing-masing golongan

Sebagai akibat dari politik dari pemerintah Hindia Belanda maka aturan Catatan

Sipil di lndonesia yang berlaku bagi penduduk tidak seragam aturan hukumnya yaitu:

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor I ndonesr6, Sfaafsb I ad 1847 :23).



2. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reg/ement op het Stand voor

Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Staatsblad 1946:136)

3. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel

lndonesie Betreffende het Burgerliiken Handelsrecht van de Chinezean,

Staatsblad 1917:129 jo. Sfaatsb/ad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir

dengan Staatsblad 1 946:1 36).

4. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan lndonesia (Reglement op het

Houden van de Regisfers van den Burgerliiken Stand voor Eenige Groepen v.d

niet tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behorende lnd. Bevolking van

Java en Aladura, Staatsblad 1920:751 io. Staatsblad 1927:564).

5. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Kristen lndonesia (Huweliiks

ordonnantie voor Christenen lndonesiers Java, lttlinahasa en Amboyna,

Staatsblad 1933:74 jo Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir

dengan Staatsblad 1 939:288).

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan

Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2154).

Berdasarkan ketentuan di atas pemerintah Hindia Belanda belum

(

L

I

1

i

memperhatikan secara serius mengenai pencatatan sipil bagi orang-orang yang

beragama Islam. Ketentuan pencatatan sipil bagi orang-orang beragama lslam baru \-
diberlakukan setelah lndonesia Merdeka yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagiWNl yang beragama lslam. \_
B. Masa Pasca Kemerdekaan Sampai dengan Diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006

Setelah lndonesia merdeka, pencatatan sipil masih dikuasai atau dilaksanakan

oleh Pemerintah Hindia Belanda atas nama sekutu dengan mendasar kepada

staatsblad tahun 1945 nomor 14, Staatsblad 1947 nomor 37, Staatsblad 1947 nomor

164. Burgerlijke Stand (BS) kemudian diubah menjadi Catatan sipil pada tahun 1950.

Setelah berdirinya Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan penyelenggaraan

administrasikependudukan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

28 Tahun 2005, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006.
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c. Masa saat Berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sampai
Sekarang

Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan

peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan atau di

luar wilayah lndonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tegas menjamin

hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan' Menjamin kebebasan

memeluk agama dan memilih tempat tinggal, meninggalkannya dan berhak kembali'

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil masih

ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan kepada perlakuan diskriminatif

yang membeda-bedakan suku keturunan dan agama' Karena berbagai peraturan

produk belanda yang tidak sesuaidengan Pancasila dan UUD 1945. Kondisitersebut

mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang

mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi

serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam sistem administrasi

kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi tersebut dikarenakan pemerintah tidak

memiliki sistem database yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan'

Ivlemperhatikan kondisi tersebut diatas pemerintah kemudian membentuk suatu

administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi, informasi dan

komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan

yang optimal. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administ, *;i kependudukan yang disahkan tanggal 29 Desember 2006

diundangkan tanggal 29 Desember 2006 serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun

2006 Nomor 124, serta penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4674. Dengan disahkannya Undang-Undang ini,

merupakan suatu momentum babak baru pengaturan Administrasi Kependudukan

yang bersifat nondiskriminatif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mencabut berbagai ketentuan yang

mengatur Administrasi Kependudukan yaitu:

1. Buku kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Ketiga Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (Burgert'tik wetboek voor lndonesie, Sfaafsblad 1847:23).

2. Peraturan pencatatan sipil untuk Golongan Eropa (Reg/ement op het Houden

der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25

sebagaimana telah diubah terakhir dengan staatsblad 1946: 1361).



Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Cina (Bepalingan voor Geheel

lndonesia Betreffende het bungerlijken handelsreche van de chinezean

Staatsblad 1917-129 jo Staatsblad 1939-288 sebagaimana diubah terakhir

dengan Staatsblad 1 946-1 36).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan maka berlakulah ketentuan hukum positif adminduk yang

merupakan landasan hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Undang-undang administrasi kependudukan ini

melahirkan beberapa peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran pasal-

pasal dari undang-undang tersebut. Merujuk pula kepada undang-undang tersebut,

penyelenggaraan pencatatan sipil ditujukan bagi seluruh penduduk, baik Warga

Negara Indonesia maupun Orang Asing. Selain itu penyelenggaraan pencatatan sipil

di lndonesia juga melayani bagi Orang Asing yang bukan penduduk, sesuai asas

universal dari pencatatan sipil.

D. Universalitas Pencatatan Sipil

Pembangunan sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia

internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk

mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang

disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan

1991. Program ini dirancang oleh 4 (empat) badan dalam lingkungan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Divisi Statistik (United Nations Stafisfibs

DivisionlUNSD), Dana PBB untuk Kependudukan {United Nations Population

FUndIUNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (World Health OrganizationlWHO) dan

lnstitut lnternasional Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (lnternational lnstitute for Vital

Registration and Statistic).

Tujuan program internasional ini untuk mempercepat perbaikan sistem

pencatatan sipil dan sistem statistik vital guna mendorong negara-negara berkembang

melaksanakan program reformasi jangka panjang untuk meningkatkan sistem

pencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. PBB memberikan

perhatian yang sedemikian besar terhadap perbaikan sistem pencatatan sipil,

dikarenakan perbaikan pada sistem ini akan menjadi landasan sistem hukum untuk

menegakkan hak asasi manusia warga negara, terutama hak-hak sipil.

Salah satu output Program lnternasional tersebut yaitu diterbitkannya Buku

Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Statistik Vital (United Nation Handbook
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On Civil Registration and Vitatsfafisfic Sysfems) yang disusun atas hasil

lokakarya yang diselenggarakan di berbagai kawasan dunia selama kurun waktu

sekitar 5 (lima) tahun (1991-1995), yaitu di Buenos Aires (1991), Damaskus (1993),

Be'rjing (1993), Addis Ababa (1994) dan Rabat (1995).

Dalam perkembangannya Buku Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan

Statistik Vital tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pencatatan Sipil

yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara'

1. Dasar Hukum

Sebagai sistem yang bersifat universal, pencatatan sipil dilaksanakan oleh

negara-negara anggota PBB secara lintas negara berdasarkan Kaidah Universal'

Dasar hukum universal penyelenggaraan pencatatan sipil, antara lain:

a, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

Pasal 25 ayat(2), bahwa semua anak, baik yang tahir di dalam maupun di luar

perkawinan harus mendapat perlindungan sosialyang sama'

b. Kovenan lnternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966, Pasal

24 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 2A05' dialur

bahwa:

1i Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus

memPeroleh sebuah nama.

2) Setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan'

c. Konvensi HAKAnak (KHAITahun 1989

Berisi54 Pasalyang metindungi3l (tiga puluh satu) hak anak, termasuk:

3) Hak untuk rnendaPatkan nama.

4) l*ak untuk mendapatkan identitas'

5) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.

d. Konvensitentang lzin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Peneatatan

Perkawinan, 1962.

e. Konvensi lntemasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Dtskriminasi

Rasial, 1965.

f. Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979



United Nations Handbook on Civil Registration and Vitalsfaflsfic Sysfem.

Dilengkapidengan 5 (lima) buah buku yaitu :

a. Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan.

b. Penyiapan kerangka hukum.

c. Komunikasi, informasidan edukasi.

d. Komputerisasi.

e. Kebijakan dan protokol pengeluaran catatan pribadi dan pencatatannya

dalam arsip.

3. Prinsip Dasar Pencatatan Sipil Secara Universal

Universalitas Sistem Pencatatan Sipil perlu ditekankan sejak awal dalam

pembangunan sistem pencatatan sipil di lndonesia, agar proses dan outputnya

diakui oleh negara-negara lain. Pencatatan atas peristiwa penting yang dialami

penduduk, diselenggarakan oleh seluruh negara didunia, oleh karena itu disebut

universal. Dalam bentuk yang sederhana, universalitas pencatatan sipil

diwujudkan dengan berlakunya akta catatan sipil yang diterbitkan oleh sebuah

negara di negara lain.

Dalam pengertian yang lebih komprehensif, universalitas pencatatan sipil

dapat dilihat dari 5 (lima) aspek, yaitu kaidah, asas, fungsi, norma dan metode,

sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Kaidah

Penyelenggaraan pencatatan sipil didasarkan pada kaidah

internasional di bidang hak asasi manusia. Kaidah utama ialah Deklarasi

Universal tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan pada tahun 1948

(DUHAM 1948). DUHAI\4 1948 merupakan induk instrumen internasional di

bidang hak asasi manusia yang menurunkan dua kovenan yakni Kovenan

lnternasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam DUHAIVI 1948 kaidah tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2)

bahwa semua anak, baik yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan,

harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Kaidah serupa juga diatur

dalam Kovenan lnternasionaltentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama Pasal

24 yang menyatakan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah

kelahirannya dan harus memperoleh sebuah nama dan berhak atas suatu

kewarganegaraan.

Kedua kovenan tersebut ditindaklanjuti dengan Konvensi tentang Hak

Anak pada tahun 1989. Jika DUHAM 1948 dan Kovenan lnternasional tentang
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Hak Sipil dan Politik hanya mengatur norma pokok dari hak asasi ma

maka Konvensi Hak Anak mengikat setiap negara yang telah meratifikasinya,

disertai dengan sejumlah sanksi bagi pelanggaran terhadapnya.

Konvensi Hak Anak berisi 54 (lima puluh empat) pasal yang melindungi

31 (tiga puluh satu) hak anak, terutama hak untuk mendapatkan nama, hak

untuk mendapatkan identitas dan hak untuk mendapat kewarganegaraan.

Dalam konteks pencatatan sipil, pemenuhan hak-hak ini dilaksanakan dalam

bentuk pencatatan kelahiran.

Selain instrumen internasional bidang hak asasi manusia yang terkait

dengan pencatatan sipiltersebut, terdapat pula Buku Panduan tentang Sistem

Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Yital (United Nation Handbook On Civil

Registration And Vitatsfafisfic Sysfems) yang diterbitkan oleh PBB pada tahun

1998 yang memberikan rekomendasi komprehensif bagi perbaikan sistem

pencatatan sipildi negara negara berkembang.

b. Asas
Penyelenggaraan pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan asas

universal, permanen, wajib dan terus menerus, yaitu:

1) Universal

Asas universal berarti pencatatan sipil harus diselenggarakan atau

menjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi

semua peristiwa penting.

2) Permanen

Asas permanen berarti pelaksanaan pencatatan sipil harus diselenggarakan

dengan sebuah sistem yang permanen. lnstitusi yang menyelenggarakan

pencatatan sipil harus bersifat permanen untuk menjamin kontinuitas

pelayanan.

3) Wajib

Asas wajib berarti pemerintah wajib menyelenggarakan pencatatan

peristiwa penting dan penduduk atas perintah hukum wajib melaporkan

setiap peristiwa penting pada jangka waktu tertentu.

4) Terus-menerus

Asas terus menerus atau berkelanjutan berarti pencatatan sipil harus

dilakukan tanpa jeda waktu sejak sistem diberlakukan. Dari operasional

sistem yang berkelanjutan ini akan dihasilkan data peristiwa penting yang

lengkap, akurat dan mutakhir.



c. Fungsi

Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan 3 (tiga) fungsi

pencatatan sipil dalam setiap penyelenggaraannya, yaitu:

1) Fungsi Hukum

Pencatatan sipil memberikan kepastian hukum atas status keperdataan

seseorang dan perubahannya melalui akta catatan sipil yang diterbitkannya.

2) FungsiStatistik

Pencatatan sipil merupakan sumber data terbaru berkaitan dengan

peristiwa penting yang dialami seseorang. Data peristiwa penting akan

berguna untuk menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan

demografi, kecenderungan penduduk dan karakteristiknya serta tren arah

perubahan sosial yang terjadi.

3) FungsiKerjasama

Pencatatan sipil secara timbal balik menyediakan data bagi tembaga yang

memerlukan untuk kepentingan pelayanan publik.

d. Norma

Norma dalam penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi 5 (lima) bagian

besar yakni:

1) Pengelolaan, operasionalisasi dan pemeliharaan;

2) Penyiapan kerangka hukum;

3) Komunikasi, informasi dan edukasi

4) Komputerisasi;

5) Pengarsipan dokumen dan tata cara pengeluaran data individu. Disamping

itu PBB juga mengembangkan Pedoman tentang Prinsip Dasar dan

Rekomendasi untuk Sistem Statistik Vital.

e. Metode

Berdasarkan rekomendasi dari PBB bahwa metode yang digunakan

dalam pencatatan sipiladalah metode registrasi. Metode registrasi ini meliputi

proses yang terdiri dari:

1) Pelaporan yang berlsi pengakuan dilengkapi dengan bukti-bukti.

2) Proses verifikasi pengakuan dan validasi buktidokumen

3) Proses pencatatan (hal ini termuat dalam register dan kutipan pencatatan

sipil)

4) Pencetakan dokumen pencatatan sipil

(
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BAB III

JENIS PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

A. Pencatatan Kelahiran

Definisi anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak mempunyai hak yang wajib

dijamin, dilindungidan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara. Berkaitan dengan peranan negara mengembangkan kewajiban yaitu

melindungi (to protect), memenuhi (to fulfilt) dan menghormati (to respecf) hak-hak

anak. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa Negara pada hakekatnya

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan

status pribadidan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia .

Perlindungan dan pengakuan negara terhadap penentuan status pribadi dan

status hukum salah satunya melalui pencatatan peristiwa kelahiran memberikan

pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah dan kewarganegaraan

seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kelahiran yaitu akta

kelahiran. Dikarenakan merupakan pengakuan negara, maka pencatatan kelahiran

dilaksanakan berdasarkan hukum positif ketentuan perundang-undangan, penetapan/

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kebijakan nasional.

Selain itu manfaat lain dari kepemilikan akta kelahiran meliputisebagai bahan rujukan

penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnyaljazah, dokumen persyaratan untuk

masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi, melamar pekerjaan, termasuk menjadi

anggota TNI dan POLRI, pembuatan KTP-el, Kartu Keluarga dan NlK, pembuatan

SlM, pembuatan paspor, pengurusan tunjangan keluarga, pengurusan warisan,

pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagipegawai, melaksanakan pencatatan

perkawinan, melaksanakan ibadah haji, pengurusan pengakuan anak dan

pengesahan anak, pengurusan pengangkatan anak/adopsi dan manfaat lainnya.

Adapun pencatatan kelahiran meliputi pencatatan kelahiran di Wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia dan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.



Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran

a. Pencatatan Kelahiran di lndonesia

1 ) Pasal 27 ayat (1 ) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1 ) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006.

Keterangan'. Pasal2T ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor

24Tahun2013.

2) Pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) dan Pasal 32ayat (1) dan ayat(2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013

Keterangan: Pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan Perubahan

dari UU Nomor 23 Tahun 2006.

3) Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 34, Pasal 35 ayat (1)

dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

4) Pasal 42,Pasal43 ayat(1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Pasal 44 ayat (1) dan

(2) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

5) Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat

(1), (2) dan ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun

2019.
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b. Pencatatan Ketahiran di Luar Wilayah Republik lndonesia L
1) Pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006. L
2) Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

3) Pasal 46ayat(1)dan ayat(2),Pasal47 ayat(1)danayat(2), Pasal 48ayat \_
(1), (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 20'19.

c. Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

1) Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), Pasal 31, Pasal 32ayat{1),

(2) dan (3) dan Penjelasan Pasal2T ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006.

Keterangan'. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah sedangkan ayat (2)

telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 24Thn2013

2) Pasal 32 Ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 24Tahun2013

Keterangan'. Pengaturan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
i



2. Pencatatan Kelahiran diWilayah NKRI

Proses pencatatan kelahiran di dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili yaitu dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan

sebagai anggota keluarga pada Kartu Keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pencatatan Kelahiran Penduduk WNl3

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

pencatatan kelahiran penduduk WNI dalam wilayah NKRI dilakukan

dengan memenuhi persyaratan berupa:

a)Fotokopisuratketerangankelahiranyaitudarirumah
sakiupuskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat

keterangan kelahiran dari nakhoda kapal lauvkapten pesawat terbang

atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain:

kebun, sawah, angkutan umum dan lain sebagainya;

b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/buktilain yang sah;

c) Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan

didaftarkan sebagai anggota keluarga;

d) Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal

usulnya/keberadaan orang tuanYa;

e) Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan

mengisiformulir dengan kode F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a) dan dalam

penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah

diatur da!'m peraturan perundang-undangan;

0 Penduduk dapat membuat sPTJM kebenaran sebagai pasangan suami

istri dengan mengisi formulir kode F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalam

penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI

Pencatatan kelahiran penduduk wNl dilakukan Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili, yaitu tempat penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai

3 Republik lndonesia, peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil, Bab ll, Pasal 33



anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK). pencatatan kelahiran

penduduk WNl, dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: \*
a) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

(1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 \__
dengan menyerahkan persyaratan;

(2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap a
formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan: 
L

Untuk pelayanan secara offlineltalap muka, persyaratan surat

keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli

(asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan L
kelahiran asli, untuk pelayanan onlineldaring persyaratan yang di 

\
scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI melampirkan \--

fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam

formulir F-2.01, WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTp-elsaksi, L
karena identitas saksisudah tercantum dalam formulir F-2.01.

(3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapit \--
Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan; L.
(4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta \_
kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

(5) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon. \_-

b) Melalui Petugas Registrasi Desa/Kelurahan.

(1) Pemohon mengisidan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 \-
serta menyerahkan persyaratan

(2) Petugas registrasi melakukan veiifikasi dan validasi terhadap L
formulir pelaporan dan persyaratan;

(3) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan L
yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, kepada petugas

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapil L
Kabupaten/Kota untuk d iterbitkan kutipan akta kelahiran ;

(4) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UpT Disdukcapit t
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap

formulir pelaporan dan persyaratan; 
\



(5) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau U

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kePendudukan;

(6) Pejabat Pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta

kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan

(7) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon'

b. Pencatatan Kelahiran WNI Bukan PendudulC

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk

PencatatankelahiranWNlbukanPendudukyangsedang
berkunjung ke lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

a) Fotokopi surat keterangan kelahiran;

b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/

perkawinan lainnya; dan

c) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia dan/atau dokurnen

perjalanan orang tua; atau

d) Fotokopi surat keterangan pindah luar negeri'

2l Talacara Pencatatan Kelahiran WNI Bukan Penduduk

Pencatatan kelahiran WNI bukan penduduk yang sedang

berkunjung ke lndonesia dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa

kelahiran, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.O1

serta menyerahkan persyaratan, termasuk untuk pelayanan secara

daringlonline.

b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap

formulir pelaporan dan persyaratan;

c) Petugas pada Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data

kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat

dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada pemohon'

4 Republik lndonesia, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara
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c. Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asings

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing

Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing diwilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah

sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan

kelahiran dari nakhoda kapal lauVkapten pesawat terbang, atau dari

kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun,

sawah, angkutan umum.

b) Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;

c) Fotokopi dokumen perjalanan;

d) Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin

tinggal terbatas atau visa kunjungan;

e) Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan

mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana huruf a) dan dalam penggunaannya tidak

perlu memakai materai karena formatnya telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan;

f) Orang asing dapat membuat SPTJIU kebenaran sebagai pasangan

suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b) dan dalam

penggunaannya tidak perlu memakai materai karena formatnya telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Tata Cara Pencatatan Kelahiran Bagi Orang Asing

Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing pemegang izin kunjungan

dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya peristiwa

kelahiran, sedang bagi Orang Asing pemegang izin tinggaltetap dan orang

asing pemegang izin tinggal terbatas dilakukan di Dinas Dukcapil

Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili, dengan tata cara sebagai

berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.0'1 serta

menyerahkan persyaratan ;

b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

\
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c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekam

data ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat

dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

Catatan:

Pencatatan kelahiran bagi orang asing yang tidak terdaftar sebagai

penduduk, akta kelahirannya diterbitkan tanpa NlK.

e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

d. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Wilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan kelahiran diWilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipildi Dalam Wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01.

2) Formulir kelengkapan pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran yang

terdiridari:

a) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran

data kelahiran, dengan Kode F-2.03;

b) Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran

sebagai pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04;

3) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran, terdiridari:

a) Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14

b) Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.20. Terdiri dari 4

(empat) jenis formulasi kalimat kutipan akta kelahiran, sebagai berikut:

(1) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dicatat dalam

register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama

orangtua anak dari Ayah dan lbu.

(2) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah namun belum

tercatat sesuai peraturan perundang-undangan tetapi status

hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan

hubungan perkawinan sebagai suami isteri, (hal ini dapat dilihat

dalam Kartu Keluarga orang statusnya sebagai kawin belum

tercatat dan/atau di Kartu Keluarga anak pada kolom 16 sudah

tercantum nama ayahnya) dicatat dalam register akta kelahiran

dan kutipan akta kelahiran sebagai anak Ayah dan lbu dengan



frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang belum tercatat sesuai

peraturan perundang-undangan tetapi status hubungan dalam

keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan hubungan

perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan nama anak dari lbu.

(4) Formulasi kalimat kutipan akta kelahiran anak yang tidak diketahui

asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, yang disebut anak

yang tidak diketahui asal usulnya dicatat dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

3. Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di LuarWilayah NKRI dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi

orang asing, pencatatan dilakukan pada Penivakilan Republik lndonesia di luar

negeri 6.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran WNI yang Telah Dicatatkan di

Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran

Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat;

b) Fotokopidokumen perjalanan Republik lndonesia orang tua.

2) Tata Cara Pelaporan Hasil Pencatatan Kelahiran

Kelahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansiyang berwenang di

negara setempat, dilaporkan pada Penrakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan;
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b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offtineltatap muka, persyaratan kutipan akta

kelahiran anak dari negara setempat yang diserahkan berupa fotokopi

bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik lndonesia di

luar negeri tidak menarik kutipan akta kelahiran dari negara setempat

asli, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/di foto

untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik

lndonesia diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir

F-2.02.

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat

bukti pelaporan;

e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

b. Pencatatan Kelahiran WNI di Luar'Wilayah NKRI dalam Hal Negara

Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kelahiran Bagi Orang

Asing

1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran

bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara

setempat;

b) Fotokopidokumen perjalanan republik lndonesia orang tua; dan

c) Fotokopibuku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

2l Tata Cara Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI

Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran

bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan tata cara sebagai berikut:



a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

mengenai persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltalap muka, persyaratan keterangan

kelahiran dari instansi yang berwenang dari negara setempat dan buku

nikah/kutipan akta perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan

asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri tidak menarik keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang

dari negara setempat asli, untuk pelayanan online/daring, persyaratan

yang di scan/di foto untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen

perjalanan Rl diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam

formulir F-2.02.

c) Petugas pada Peruvakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Peruvakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan

akta kelahiran; dan

e) Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah

NKRI

Ke[ahiran WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia dengan

menggunakan formulir sebagai berikut:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan SipitdiLuarWilayah NKRI, dengan kode F-

2.02.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah NKRI

setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat,

berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26
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Pencatatan kelahiran wNl pada Perwakilan Republik lndonesia di

negeri dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan

kelahiran bagi orang asing menggunakan formulir sebagai berikut:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipildiLuarwilayah NKRI, dengan kode F-

2.02.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kelahiran wNl di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakanpencatatankelahiranbagiorangasing,beruparegister

akta kelahiran dengan kode F-2.14 dan kutipan akta ketahiran dengan kode

F-2.20.



4. Lampiran Formulir Pencatatan Kelahiran

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil didalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01

l-Eoll

\*

L

L

I

L

t:

!

Previnsi

Kabupaletu4(ola

K@mata
DsdKelurahan

Kode Wlayah

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAII WILAYAH NKRI
JeiB Palapohn P6nc.bhn Slpll

Pfigakuan Anak

Pengesahan Anak

Perubaha Nea

Pmbahan Slatus KilaEaegaman

Pfi@tata Psisliwa Penling Lainnya

Pembtulan Aka

Pfibatdan Akh

PelapoEn Pencatatan Sipil ddi Luar Wilayal NKRI

Nama

NIK

Nmor Dokomen P6ialaa*
Nomr fcdu Keiua(a

1 Nama

2.

3.

4.

5

6

7.

L
L
10

11.

Jeni6 Kelfrin
Tempaldilahj*an

Tempat kelahihn

Had dantanggal lahir

Pukul

Jenis Kelahimn

KelahiEn ke

Penolong kelahiran

Berat bayi

1 Laki-Laki

1 RSRB

Hai :

1 Tunggal

1. Dokter

Cm

2 Perempuan

2. Puskesmas 3. Polindos 4. Rumah

Tgl : Blr : Thn :

2. Kembil2 3. Kembar3 4. Kembar4

2. Eidan/Perawal 3. Dukun 4.

5. Lainnya

5 Lainnya

Lainnya

KS

Nama

NIK

Nmff Dokumen Peiddtr"
Nmor Kartu Kelua€a

I I I I I
Nma
NIK

Nomor ookumen Pdialanan*

Nomor Kailu Koluarga

I

I

Nma
NIK

Nomor Kadu Koluarga

lGwaBanegaman

DATA SAKSI il

Nama

NIK

Nomor Kaiu KeluaEa

I

Blr : Thi

Bln i Thn

Nama Ayah

NIK Ayah

Tmpat Lahil Ayah

Tanggal LahirAyah

KewaEaregaBan

Nda lbu

NlKlbu

Tempat Lahir lbu

Tanggal Lahir lbu

Kelahi6

Lahir Mali

Pekawina

Psbatalan Pe*awinan

Pe@Eian

Pembdda Pe@Eian

Kmaliil

Psgangkalan Anak



L

L

a
L

L

L

L

L
L

L
L

L
L
L

L

a

L

2.

3.

4

6.

7.

8.

9.

10.

Lamanya dalm kandungan

Jenis kelilin
Tanggal lahir mati

Jenis kelahiEn
Anak ke

Tffipatdilahirkan
Penolong kelahiEn

Sebab lahk mati

Yang renentukan

Bulan

1. Laki-Laki

1. Tunggal

,1. 
RS/RB

1. Doktq

2. Pempuan
Tgl :

1. ookter

Thn

2. Pusksmd
2. BidadPerild

2. BidadPemwd

5. Lainnya

5. Lainnya

3. PoliM6
3. Dukun

3. TtragaK6 4. Kepolisiil

4. Rumah

4. Lainnya

1, NlKAyahdaiSuami
2. NamaAyahd4iSuami
3. NIK lbu dariSumi
4. Nam lbu daiSuml
5. NlKAydrdai,stl
6. NamaAyahdailsti
7. NlKlbudari lstd

8. Namalbudadlsti
9. Stat$PqkawinanSeb€lumKflin
,l0. PeililinayangKe
11. lsti yang Ke-

(bagi yaIE poligili)
12. Tanggal Pmbe*ahn

Pskilina
13. TilggdMelapor
'14. JamPdapoEn

15. Agama

16. Kep€rcayffin

17. Namao0anlsai
KepeEym

18. NamaPengadllan

19. l,lom Paertea Pengadilan

Pef,gadilan

iO. Tanggd Penetapan

Pengadilan

21. NamaPomukaAgamd

Kepercayaan

22. Nomr SuEt lzin

dad PeMklle
23. Noro Pa$M
24. PqjanjiaPe*ilinan

dibuat deh Notais

25. Nomr AIda Notatu

26. TanggdAltaNda*
27. Jumlah Amk (iika ada agar

mmgisi lomdirhmbaha nama

And( da alta kelahimn anak)

Thn

I

Ced MatiBelum Kilin Cffii Hidup

[---r-l nnT9l :

f-n Thn

Kilin

Bln :

ThnTgl

Bagi Pomohor Pmbablan P.*auln.n HaEp llsgii Dah dl bMh inl:

: Tgl

1. TangqalPe*ilinil

ATAU

3. Tanggal /*ta Pe*awinan

4. Nama Pengadilan

5. Nomor Putusan PerEadilan

5. Tanggal Putusan Pengadilan

7. Tanggal PelapoEn Perkilinan
di Luar Negsi

l--l s,xdotik [ +.ninou f] s.aram I s.xot'st'udru

Thn

1. NomrAldaPe*ilins :

2. Tanggd Akta Pertarinan :

3. Tmpat Pencdatan Perkilinan :

4. NamaPengadilan :

5. TanggalPutuffiP€ngdil4 :

6. NomrPutusanPengadlan ;

7. Nomr SuEt KeteHgan PaiteE :

PelEadilan

8. Tanggal SuEtKelemgao i

Panite€ PeEadilan

9. Taggalirelapor :

BrgiPmohon PmhEblan Pwaian HaEP

3. Tanggal Pdap@n I

bamh ini:

Thn

Tsr: ffi an: [--f-l nn

Y.ng menlalulil pmonladpombatalan psrceEian *

2. Wabah Penyakit

4. Ldnnya

1. NIK

2. Nam lqglap
3. Tilggalkemdan
4. Pukul

5. Sebab kmdian

6. Tmpat kemdis
7. Yang mnmngkan

3. Ksdalail
6. Lainnya

gln:

Bln :

8ln :



Bln Thn

5. NamalbulGndung

6, NIK lbu Kandung

7. Kewa{anegaEfi

8. NamaAyah Kandung

9. NlKAyah Kandung

10. Kflaeanega@
11. NamalbuAngkat-

12. NlKlbuAngkat

13. NmorPaspor

14. NamaAyahAngkat

15. NlKAyahAnokd

16. NoroP6por
17. NamaPflgadila
.l8. 

Tanggal Penetapan Pengadilan

19. Nomor Pfletapan Pengadilan

20. Nama lmbaga Psetapan Psgadilan

21 , Tempat lmbaga Penetapan Pengadilan

1. Namaanakangkat

3. Tanggal/Bl{an/Tahun

Peneditan Akh KelahiEn

1. 0inas Kabupdeni(ota yang I

L
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L

L
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L

L
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L
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4. TanggaliBulan/fahun

KelahiEn Anak

5. TanggailBulalfahun

Pe*af,inil Agma
6. NamalbuKildung
7. NlKlbu Kahdung

8. KewaEanegaman lbu Kandung

9. NamaAyah Kandung

10. NlKAyah Kildung
11. KewaqanegaBanAyah Kandung

12. Tanggal Pmdapan Pengadilan

13. Nomor Pendapan Pengadilan

14. Nama lffibaga Pengadilan

Bln

ffi etn: fllll rnn:

1. NomorAldaKdahimn
2. Tanggal/Bdan/Tahun

Pene$itan Aha KelahiEn

3. DinsKabupaten/Kolayang

l Bln l Thn

Bln l Thn

[-T-l rnn

1. NomorAldaKdahimn
2. Tanggal/Bdan/Iahun

Penetuitm Alda KelahiEn

3. Din6 KabupatorrKota yang

It4enebitle Akta KelahiEn

4. Tanggal/Bulan/Tahun

KelahiEn Anak

5. Tanggal/gulan/Iahun

Perkilinan Agama

6. NomdTanggalBulan/Iahun

7. Nama Ibu Kandung

8. NIK lbu Kandung

L KewarganegaEan lbu Kandung

10. Nama Ayah Kandung

11. NlKAyah Kandung

12. KewarganegaEan Ayah Kfl dung

13. Nomor Penetapan Pehgadilan

14. Tanggal Penetapan Pengadilan

15. Nama lmbaga Pengadilan

Bln i Thn

1. Nama Lma
2. NamaBaru

3. NomorAldaKelahiEn

4. Nama Ayah,'lbu/wali

(bagi yang di bawah umu0

5. NIKNamaAyat/lblilWdi

6. KewaEanegaEan

7. NomqPendapanPengadilan

8. Tanggal Penetapan Pengadilan

9. Nama lmbaga Poruadilan

I

I

I

I

---r--T---r--t

[-T-l rm: TfTl-l

:l

[-T-l mn: TfTT-lrsr: f[ em:

Tst: f-T-l stn:

I I

I

I

I

I I

I



L

I

4 Nama Suami atau lsld

5 NIK Slam dau lslti

6. Nomor Paspo[

7. NomorAfldavit

8. NomorKepullsanP€siden

I Tanggal/Buian/Tahun

1 0. Nomor Bedta Acara Slmpah/Janji Selia

11. Nama Jabdan yg menerbitkan

BAS/Janj Setia

12 TanOgauBulan/Tahur

l3 Nomr Kepllusar [4enter]

(Bidang Kewarganegaraan)

1 4. Tanggal/Bulan/Tahun

i I I I

1. KewaEanegaaanBe

2. NomrAkta Kelahim

I

1 Laki-Lakl

I

Bln thn I I

I

L Nomr l&a Kelahiran

2. Jenis Kelmin Lda
3. Jenis Kelilin Be
4. Nomor Penetapan Pengadila

5. Tilqqal Penetapil Pengadlilan

6. Nma lmbaga Pengadilan

2.

Bln :

I I

1. NomorAktayangaka

dibetulkaddilaik

2. Nea Ayah/lbuMali

(yang di bawah umuD

3. NlKAyahilbuMali

PETIBATALAN AKTA

1. Aklayilgdibatalkd

2, Nomor Akta yang dibatalkan

3. NomorPufusanPengadilan

4. Tanggal Putustr Pengadilan

5. NamalembagaPengadilan

PELAPORAN

f 2Perkawrar f] 3Perceraan n 4.Kemaliai E 5PergangkdanAnakE Jenis peristwa perl ng 1. Kelahiran

6. Pelepasan R

F. Nomor Sural Kelerangan Peaporan

Percatalan Sipi dar Petrakilan R

G Tangga Surat Kelerangan Pelapoan

Pencalalan Spil dari Petuaklan Rl

H Kantor Peruakilan yg melakukan

Pencatatan

Nomor Bukti Pencdalan Slpl dai

Negara Setffipal

J Tangga Penebtan dari Negara Setempal

I\4engetahu

Kepal Desa/Lurah

Pelabal oukcapil Yang lvembidaigi

(.....,..............................)

'JikaAda

Formulir 1 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI,
dengan Kode F-2.01

L

.,,,,.,,''',,''','',''...,,',,,.'''''.' 20'.,.,,,

(...........................:........)

I

I I I I II

I

Thn I

: rot: f][ etn: I nn: f-T--fT-l

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L
L
t

L

I

1 Laki.Laki

I I



SURAT PERI{YATAAI{ TAHffiU]{&'AYUAB H$TL.Afi {SFTJiT}
K€SEHARAH T}ATA .KEI"ATAEAiI

Srya x|3Eg berwldaklgEn dbqv!fiah ini:
Nama NIK :
TenffiltarBgallahir :
FekerJam :
AXamet

rftenlfffii baftlrEl:
Narna :
fillKTenp*tHrgEd lahlr :
Anakke') :

Alamd :

adallah arek kandung dari:
Nama lhr :
NIK :
Tenpauhrqgal lahir :
Pd{eriaan Ahrnat :

yarE ]ahir derlqa& pendffig k*hiltfi :
I{sna :
NIK
Pekerjaan t

Ahmd :
tremikian swat penr@n irri srye tarat defignn *bemr-benanya rtar a$&ga
dllterruffan had BriyEia pefnFdaffi saya ini lidak benar, rmle saya belEedie d*pr.o€es
sEcara hulflrrE se$ai derqgan p€raturtrr pefirrda$lF-uBdarEffi dan dokuraen lfmg
diErtdlN{aft alffit{hri Femyataffi ifli nnffiia{r Hdak s*t-

{."... "... -.--."-. "... "......- -.. -. ".....-...1
FIIK
l(ebrar1gan:
Larpiran ini digr"Hd{an ddrn ha6 pers6r*#n ben-pa SIS l(gErqngm L"d*r tid*
terpuuhi-
") Elift3b urutan held*ra$ artak
":l Uifutis narm lbtr lmta I(aE{Jpderd}(gb, Tanggal€dam{afrw.

Saya yang rfienyakkarl

{."--. .)

*l
Sahsi l,

l,{ll{
SakS lt,

b. Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data

kelahiran, dengan Kode F-2.03
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Formulir 2 - surat Keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran
data kelahiran, dengan Kode F-2.03



c. Surat keterangan pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai

pasangan suami isteri, dengan Kode F-2.04

SURAT PEAHYATAA}I TAilGGL'IITG JAT\IAB. *UTLAK {SPTJTT}
I(EBEI\IARA l* SEBAGAI pA SAH(}A'iI S UAltl ISTERI

Saye yang bertandalaftgaft dibawah ini:
h*arHa
NIK
TeHrpailtaftggd lahii-
Fekerjaan
AlamEt

+ftefty#kan baif{$ra:
}larna
t'illK
Trerfrpatfianggd lahir
Pd(efi*an
Axarfiat

addah suarBifisteri*) dari:
Harna
t{}K
TemFat$taEggd lBhir
Psksrjaan
Alaenat

seb@altn,anE teE€a!:t*lrE daBatn Ksrtu Keluarga {Kt{J Ho?rkaq':

DemBkian, sirrEt F€trfiye,tiaBrt ini saya buat dengEr} ssbeilaE-beftaFn!.8 dan
apa;balra diksm'rid*an hari tsrrtyEla penryata*r, s.aYa ,r}i tidsk benar, ffIaka saya
bersedia diprBs€s sB,cala iuksrn esuai E[eng€n peratufan
p€rr,EEdafigundangan dan dokE:msfi yffig diter'bitkan akibat darE perrBra{aan ini
r,rleftiadi lidak sah-

Saksi I
......*)

Ssya yaHg rHenystalian,

{. --..-"-)
HTK

Sal€i ll,( .,.".......".... ..,..........."..., )
NlK.._... ......

K€teraftgen:
LamFir*n enl dbunakar} datarn rral Fer*(EwiEaft ii{tak daFat dhlJFitikan dengan *ta
perkEsfirirlan sta$ a*lE ftikaft
"1 *aret y,an$ ti(sak per*u-
*lDit{.rlis nama lltsu t6ots Kablrpatef|lKffta" TatEgd+lulan-Tat}*.1fi

Formulir 3 - Suraf Keterangan pernyataan tanggung iawab mutlak
kebenaran sebagai pasangan suamiisteri dengan Kode F-2.04
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d. Formulir register akta kelahiran, dengan kode F-2.14

Formulir 4 - Register al<la kelahiran, dengan kode F-2.14

Fada hari irai",",....."-....".targga.I."'""'." 'tatrun.'.".""'".
hadir dihadaSra.n Baya.-.-.'.."".", '"..Pejabat Pencatatan BipiX di...'-,."""
aeorailg pelapor hernama"'..". "...'"MK"'..,""'
umrrr".."..""..tahr:4, pekaljaan alarnat tempat
tjngg*3,....--,.. "'"."".--'-".RT'..-..."..RW..."-'..
Ilesa/Kelue-trar1".,..,.,.,,"".."., . Hec*rftatan.
tfubrlpat*n/I{rts...-...",.""."'"" .Provirrsi.-"---.
derrgan trremb*wa IreE sysratari:

allrmqt te{npat tinggal RT-...".-..R,[tr/.".-...".

-..alarnat tempat tinggal,......-.

Setelah akte. ltelatriran i:=i dibacaka:r darr dijetraslran, ditandetangarli aleh
I:elapor darr saya.

AI(m_KEtJl}{lEAlt
l,Varga },legaf,{r ....."..

melaporkan ba"trwe di.....,
-pukul.

pekerjaan"

N0.,".,".",.,",

hari. -. -"..,.,,..,......-,tanggal.-.,..'..,

telalr lahir seorang arral< bernanna.
aflakke".-.

l,I0rrror
NIl{

Taflds. taflgen
Pelapor,

TTD
I{AhIA

F{IF

;#ilffiil /d-;. :" ::.. - :-:1."..
kelahirs* ini disak"sik;an oleh:

..Ilw



e. Formulir kutipan akta kelahiran, dengan kode F-2.20

1) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan ibu.

FhrrxrEd*..Ke!rn&EMt
Fersonng{ rEegr 5 0.gficon AJurnhtr

reHf;AT$ffillSIFI*-
EE16i$TrvsffilsE

{B*Mhi&E*ftl
i{e@iWX?

ffiffffiflAH*ffitr|ffi
EXGE6F1 SF Sffi fH GFRrffifi,qT'F

Eeda**an $HeKshhbtr-thEsE
fuuttur d 6t{tt d*dfta{* itJunnder

brl*Ir di
#rd&r

pifu"lrmsc*
drr dp#

trd!un
6{l }ea!'

kkihla!*r
H,s {*rn

nn*d(h MAYAH EAIIHJ
ffiE ffirrf*?lEn sQti{dIlGR

S'e[qeiEidibslnd&E{
?hrrfiFg4$ i3*sriFd

@*$wd
ois. i{4!E

}*Hr}e*$*r
Ermtteneffi-SBl
0fiitrr€lcrYs firgstssts}

Formulir 5 - Kutipan akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah.

L

HEprHLl*H*mtr{fi$tA
W



2) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ayah dan lbu
dengan tambahan frasa.

fkrtrh**lkffidlkn
Pss*r:*( &ffi {kr Aernr$sr

Mndx*;!&ea*d*r*.Fks
fu x;*e et'&r G*r#a* Jtua*w
&dlsdr"
&d*:: s*rffic$d

ot, EiIe
t&qm
ry}ss

#aA"h&kmlr**

s*rtb O*E^YII{
ffiE ffi fl*TFEE

BAHffi}
r4e*Hr}ffi

}{fiA#***xt8&*rc1#{d*U*rfr$pil*rmrmcer$rGe{*

E4H*'i,Udefbr*In-Ei
SFsmm{ &i8sus*

@-Eqc*
#t dH*

eitfi
sTtrr*r
PE*hs$efiBHtri Siee*

ffie{trlCt}f Eq*,irsikrrr

Formulir 6 - Kutipan akta kelahiran anak dari ayah dan lbu, dengan
frasa.
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HEFI.IELII{ IH,EO.'*ESIA

FEMT SSqt
*&Str6I]Rfffi,GE

mnd!*.t#d*HA
fi&*rlwtll$t

r*$',ro{*tsfitffi.ffi*it
E*frg&Pr tr BJAfi' CffiI$rSG{?-E



3) Kutipan akta kelahiran dengan penulisan anak seorang ibu.

Formulir 7 - Kutipan akta kelahiran anak seorang ibu

ItoImrffirkeffiSrtilt
Sersonne{ A+gskelba Alum&et

W
REzuEUIrNoof.lg$tA

FEhIf}TA?*H SIFIL
FEE$?RYffiICE

$r**tI'|EEAFA
i&{E0ftr{.frY

Kfi}M,EflffA'ffiAUI8*U
slr#nPT or 8mr;{ eEfl r,rftx{Tf

EedaEoA&al(&him-lM
8y yi'ts dBldr C.rtLcrb l$Jrflbsr

bilrffi dt.
f$l!,

nreffiffi.
drdrb

g*!e
nnJnr

H*j.ni
rffi 46fi?

amh kp [ARl EU
ffif mtuutlB

ffi*linn {uc*tfiillrdli
Irt!€8tr rrs!{rtd
cdrhasd
erd*r
Trh.rfi
ola l&ra

Mflrse"siFit
Cgl$lcr olcrrf Rrglcetff



4) Kutipan akta kelahiran tanpa penulisan nama ayah dan ibu

L

L

\'-

L

L

\-

I

Formulir 8 - kutipan al<ta kelahiran anak yang tidak diketahui
asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

e'
I

(

I$nmffffi&l*ffi*lch*t}
,B|f6le rbantf ilum&ar

W
EE.RJELII{${F$TffiSE&

r*ffirer*ft_sml
l{E$,rs trffy *arl$i

brffifiasffi&&
sA,!ffiqAurr

lfffffi{ildffAl$ELqillFg
fxrFF,Br tr fftrft i *ffi IlFsr l'i

kdrssrJ{E8 ja1lr$Eilhir&ft Hrmr
6y rrttiE digirih Ce{i$siii} l{ll4'r8#

Mse#
{#e

Etrlfrtqrygli
se@f

Sfl

(utsr.inii$kfiaarhag Bi
'tril* Elgsrp, u l33r€rf

Eada iilE[al
sn drf€

T+lglr
s'? ifirr
erjdi*1 r$nrdahE 5i&'
ufrcs d diuil Eelsslra$+r

tii$$ &&'Jr



f.' Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode
F-2.02.

f F4or --l
KOP SURAT MNTOR PERWAKIUN REPUBL]KINDONESA

FORilULIR PELAPORITI PEI{CATATA'{ SIPIL DI LUAR WLAYAH NKRI

Kelahiran

Ptr@raian

Kematian

Pengangkalan AnakWNA oleh WNI

Psgakuan Anak WNI yang betlempat tinggal di luar y'/l{l

Peng@han Anak WNI yaig bedempat linggd di luar WNI

P6l6pasn KeMrganega6e Rl

Pmbexlan AKa

PelapoEn Alla Psnffin Sipil dai Negara Setmpat

Nomor Dolumen Psjrlanan Rl'

Naha

NIK

Nama

NIK

Noms Kanu Keluarga

KeMrganegaEan
Nama

NIK

Nomor (aiu Keluarga

I I I I I I I I I I I I

Bl. i I I

Nama A)€h
NIK Ayah

KemrganegaEan
Nama lbu

Tempal Lah rAyah

Tanggal DhiAyah

NIK lbu

Tempal Lahtlbu

Tanggal Lahi lbu

I I I I I

Nomor Kad! Kellarga
Kewao,nqaraan

DATA SAKSI II

Nama

NIK

1 Lakilaki
1 RS/RB f-t z

Nama

Jenis Xelamin

Tempal dilahi*an

Tempal kelahiEo

Hari dan hnggal lahk

Pukul

Jenis kelahio
Kelahihn ks

Penolong kelahiran

&Et bayi

I s.rairnva

f] s. uainnya

3 Dukun

Thn

4. Rumah

2. Eidan/Perawai

Tunggd

23 4
E 4.Kembar4

4 Lainnya

2.Kenbat2 E 3.Kembar3

NlKAyah darl Suami

NamaAyah dai Suami

NIK lbudai Suami

Nama budariSuaml
NlKAyah dai lsid

NamaAyah dai lsli
NiKlbudari std

Nama lbu dad stri

Sbtus Peilafrnai
Sebelum Kawin

Perkafrai yang Ke-

lstri yang Ke-

F--lrz:l
L) i 21a

E

F

t
#

Kg



ilam

ila$aogdisi
lcpeMyatr

Nma Pengadilan

Nonq Peretapm Pengadilan

Tan@al Peretape
Pengadilan

Nama PmulaAgamd
KepeMyfin

Nomr SuEt lzin

dai PeMkilan
Nmor P6port
Peranjiil Ped6sinil

dibual olgh Notalis

Nomor Akta Notads

Tanggal A*h Noais
Jumlah Amk (jika ada

agd msgisi lomulh
lambahil nma anak

Tgl:

2. Kdsten

BIn: [--r--l rnn

Tanggal Melalor

Jam Polapomn

Agama

Kepercaya
I lxatotit< [ amnau I sauana E 6Konghuchu

Tanggal Psbeilatan
Pe*awina

I

L
l.

L
I

t

i.

I

L

L

L

BlnTanggal Akta Pe*arinan
Tempat Pdcatdan

Pe*ilinan

Thn

Tsr: [] an: [--f-] nn

Nffia Psgadilan

Tanggal Pulusan Pengadilfr

Nmor Pulusan Pengadilan

Nomq Su€l Ketemngan

Panit@ Pdgadlil
Tanggal SFI Kete6ngil

Piliteh Pengadila

I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

2. wab* Penyakit

4.

4

3. Ks€lalaan
6. Lainnya

NIK

Nma lengkap

Tanggal kemalid
Puku!

Sebab Kemali0

Tempat kematian

I I I I I

I I

I I I

I I I I II

I I

I I

I I I I t
I I I

I

I I I I I I I

I I

Nama anak agkat
Nomor Akta f€hhiEn
TanggauBulan fahun

Peherbitan Akta f€lahim
oins KauKddPffikilil

Pwakilo ygmfie$lt(e
Akla K€lahks

Nama lb! Kmdung

NIK lbu Kanduig

Kryaganeg@n
Nma Ayah Kildung
NIK Ayah Kandlng

Kewargeegaffin
Nma lbu Angtat

NIK lbu Angkat

NomorPaspor

N€ma Ayah Angkal

NlKAyah Anglal

llomo! Paspor

Nma Pengadila[

Tdggal Penelapan

Pengadilan

Nomor Perclapan

Pengadilan

ilama Lmbaga Penetapan

Penqadilan

Tempat L6mbaga Psetapil

fnn: ffi

Y.ng Mgajukrn porcmiil
Nomor Akh Pe*arinan

I I I I I

tltt
I I I I

tltt



NomorAkta Kelahimn

Tanggal/B!lan/Tahun

Penerbitan Akla Kelahiran

Dlnas Kab/Kota/PeMaklan Rl

yang N{enerbilkan Akta Kelahlran

Tanggal/Bulan/Iahun

Keahran Anak

Tanggal/Bulan/Tahun

Perkawinan Agama

Nama lbu Kandung

N K bu Kandurg

Kewargaregaraan

bu Kandung

NamaAyah Kand!ng

N KAyah Kandung

Kewarganegaraar

Ayah Kandung

TanggaL Penetapan Pengadilan

Nomor Penetapan Pengadilan

Nama

I

I

---r--
I

---r--

I

--r-
I

---r--
Tanggal Penetapan PergadiLan

Nama Lmbaga Pengadllan

Nomor Aha Kdahnan

Tanggal/Bulan/Tahun

Pene6ltan Akta Kelahiran

Dinas Kab/Kota/Peflak an Rl

yg l,4enerbitkan Akta Kelahiran

Targga /Bu an/Tahun

Kelahirar Anak

Tangga /Bu anlTahur

Perkawian Agama

Nomor Tanggal/Bulan/Tahun

I LI___l Bn:

Ts: f-F en,

f-f-l Thn

[--F rnn

Nama lbu Kandung

NlKlbuKandung

KilaBanegmd
lbu Kandung

Nama Ayah Kddung

NIK Ayah Kodung

Kewaqanegean
Ayah Kandung

Nomor Penetapil Pengadlla

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I IttT 1 I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

T I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I

KewaryanegaEan Baru

Nomor AKa l(dahim
Nomor AKa Pe*arinil
Nama Sumi atau lsti
NIK Suel atd lsli
Nomor Paspor

Nomor Afidavit

Nomor Keputusan P6iden
Tdggal/Bulan/Tahon

Nomor Berila A66 Sumpah

Tanggal/Bulan/Tahun

Nomo. Kepulusan

Mented Hukum dan HAi,l

Nomor Bukt Kelahird ddi
Kanlor Peruakilan

Tanggal Bukli Kelahi€n dad

Kantor PeMakilan

Kantor PeMakilan yang

l,4enebitkan AKa

Nomor AKa Kelahi€n dai
NegaE Setempat

Tanggal Penerbitan AKa

Kelahiran dai

trlengelah!l :

Kepa Desa/Lurah

Pelabal Dukcapil Yang Membdang

,,.,,.,,,,.,,',,,,,,,',,''''''''','','' 20,,,,,.

(. ............ ....... )

Formulir 9 - Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan
kode F-2.02

NomorAkta yang akar

d bel! kadd tarik

NamaAyah /bu Mali
(yarg di bawah umui

Tst: I etn: [] rtrn: f-T-fT-]
Tsrr f[ stn: [--f-l rnn: T-T---T--]

(............... ....................)



w F2;e5

EI.IBAT I(=TE*ERG*}X FEIAME.q}T FEI$ffAT*;FSH 5TP*.

SIIL}.**R lrdlfrqYff{ IlaEtr*&e flE5*?Ultff XTPIJBIjI( $mBr(E5[A

illsffix"--.---------

FadE t!ar* &ni

Ftrr{ffirt
f:rrml F*d*n --lalun sqa".""."-."-""----*-."FEi&t

,ffiHirm pe*aporsttetah
ffi akturt.--"----------- dai---------l

l&artra

'fiI{'?esrffiS*urnefltu*ihrm *I
Tenwtbugd ldir
*rjffi
AgBrlta
ffssEqaffi! Te*fia& T*rtEr*
Y!,IE
Atarrst
f.ffiEwEgaraat

dE: dl*sBrrfistn PdB

dterbillran blah terc,# ddam daftar
per!€diatan di Ke&Ean Aesar Rtrsrh5k krdsreddlrorrsubt}erdad RE*ieEk
Irdo*si#Konsdat Rep$b#( *dor*Eiir

5Hr6t x€fterEnqEn FitaFsan FetrEBt*m ini hJt(trr nrsr.qra*an alcta

zo """

*
fErB 4xE **lf&exA
tfm{*tFM*rasarifta
rtEEB* {3rfi1
*EFreAl,rtt!**ra!

s-n. KESala Fs$ffal*a* FEp*.rbiik lnidffiaia

Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia, dengan kode F-2.26.
I,

\

I

i

L

\

L\

\-

Formulir 10 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik lndonesia, Kode F-2.26

i

L

\_

\_



7 Republik lndonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan,

penjelasan Atas Undang - Undang Republik lndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, ll Pasal demi Pasal, Pasal 33

B. Pencatatan Lahir Mati

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling

sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-

tanda kehidupanT. Anak yang lahir mati, sudah dihitung dalam penentuan urutan anak.

Setiap peristiwa lahir matiwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili

setelah lahir mati. Pencatatan peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan

lahir matitanpa NlK, tidak diterbitkan akta kelahiran dan akta kematian' Meskipun tidak

diterbitkan akta pencatatan sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan

perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan. Pencatatan lahir mati bagi

penduduk meliputi Penduduk WNI dan Orang Asing.

1. Dasar Hukum Pencatatan Lahir Mati

a. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24Tahun 2006'

c. pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendafiaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Pasal 49 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 08 Tahun 201 9.

e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 7 ayat(2\ Permendagri Nomor 109Tahun 2019'

2. Pencatatan Lahir Mati

a. Persyaratan Pencatatan Lahir Mati

pencatatan lahir mati penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan dengan

memenuhi Persyara+-.n beruPa:

1) Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakiu

Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir matidari

nakhoda kapal lauUkapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika

lahir matidirumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah angkutan umum;

2) pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memilikisurat

keterangan lahir mati;

3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua



b. Tata Cara Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dilakukan

dengan tata cara, sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persyaratan;

2) Petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi

terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan surat keterangan

lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya

diperlihatkan), dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli, WNI

melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir F-2.01, untuk pelayanan ontinetdaring, persyaratan yang di

scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, WNI tidak perlu melampirkan

fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-

2.01dan Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

3) Petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan

kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota

untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;

4) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau Upr
Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan

6) Surat keterangan lahir mati disampaikan kepada pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Lahir Mati

Pelayanan pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNl. dan Orang Asing

dilakukan dengan menggunakan formulir, terdiri dari:

'1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-

2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahir

mati, dengan kode F-2.05.
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3. Lampiran Formulir Pencatatan Lahir Mati

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01(Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petuniuk Teknis ini).

b. Formulir hasil pelayanan pencatatan lahir mati berupa surat keterangan lahir

mati, dengan kode F-2.05.

Formulir 11 - Surat Keterangan Lahir Mati, kode F-2'05



Pencatatan Perkawinan

Definisi perkawinan mendasar dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

pada Pasal 1 yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. pasal 2

ayat (1) pada Undang-Undang tersebut juga dijelaskan perihal syarat sah perkawinan

yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, sedang pada ayat (2) dijelaskan bahwa tiaptiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda.

Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama lslam dilakukan di Kantor

urusan Agama (KUA) Kecamatan dan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang

beragama non lslam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa

dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

a. Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun2006.

c. Pasal 36 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Pasal 49 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor 1 08 Tahun 201 9.

e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasat 5 ayat (1), pasat 6 ayat (1) dan ayat (3),

Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Perkawinan diWilayah NKRI

Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib

dilaporkan oleh Penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau upr
Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili yaitu dimana penduduk

terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga di Kartu Keluarga sejak

tanggal perkawinan.
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a. Persyaratan Pencatatan Perkawinan diWilayah NKRI

1) Pencatatan perkawinan WNI

Pencatatan perkawinan WNI dilakukan dengan memenuhi

persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Pas foto 4 x 6 beruarna suami dan istri.

c) Fotokopi Kartu Keluarga.

d) KTP-el.

e) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian

pasangannya. atau

f) Bagijanda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.

2) Pencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun

Pencatatan perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun

dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan

c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.

d) Fotokopi Kartu Keluarga.

e) KTP-el.

3) Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan

Pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan dilakukan

dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan mengenai perkawinan antar

umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan

dengan akta perkawinan.

b) Pasfoto 4 x 6 berwarna suami dan istri.

c) Fotokopi Kartu Keluarga

d) KTP -el.



4) Pencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri meninggal

dunia sebelum pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan yang salah satu atau kedua suami isteri

meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan dilakukan dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai

pasangan suami istri dengan materai.

c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami atau istri yang masih hidup.

d) Fotokopi Kartu Keluarga.

e) KTP-el pasangan yang masih hidup.

0 Fotokopi dokumen perjalanan bagiorang asing.

5) Pencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan

seterusnya

Pencatatan perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua

dan seterusnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istrisah

c) Fotokopi Kartu Keluarga.

d) KTP-el.

e) Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing.

6) Pencatatan perkawinan pasangan suamidan isteriyang dalam kartu keluarga

status cerai hidup belum tercatat

Persyaratan pencatatan perkawinan pasangan suami dan isteri yang

dalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat dilakukan dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah tedadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

c) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.

d) Fotokopi Kartu Keluarga.

e) KTP-el.
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b. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan WNl, perkawinan berlangsung sebelum berusia 19

tahun, perkawinan yang ditetapkan pengadilan, perkawinan yang salah satu

atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan,

perkawinan bagi suami melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya,

perkawinan pasangan suami dan isteri yang dalam Kartu Keluarga status cerai

hidup belum tercatat dan perkawinan orang asing sebagaimana dimaksud

penjelasan sebelumnya dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan.

Catatan:

Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli atau penetapan

pengadilan asli atau dokumen perjalanan bagi orang asing asli atau izin dari

negara atau Perwakilan negaranya asli hanya berupa fotokopi, asli hanya

diperlihatkan, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasi data

yang tercantum dalam formulir F-2.01serta untuk dilakukan perubahan data

(status kawin), WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el2 saksi karena

identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01,. SPTJM Perkawinan

Belum Tercatat (F-1.05) perlu memakai materai, karena formatnya sudah

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pencatatan

perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat

7) pencatatan perkawinan orang asing =re

Pencatatan perkawinan orang asing dilakukan dengan memenuhi

persyaratan berupa:

a) Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b) Pas foto 4 x 6 berwarna suami dan istri.

c) Fotokopi Dokumen Perjalanan.

d) Fotokopi Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal

terbatas.

e) Fotokopi Kartu Keluarga.

0 KTP-el

g) Fotokopi lzin dari negara atau Penvakilan negaranya.



keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada

kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan.

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan

menerbitkan kutipan akta perkawinan.

5) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon beserta dokumen

kependudukan lainnya dengan status kawin tercatat.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pencatatan perkawinan di wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiridari:

a) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15.

b) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21.

3. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang asing di Luar Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan

bagiOrang Asing, pencatatan dilakukan pada Peruvakilan Republik lndonesia di luar

negeri.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perkawinan WNI yang Telah Dicatatkan di

Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang beruvenang di

negara setempat, dilaporkan pada Penvakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi kutipan akta perkawinan dari negara setempat.

b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia darisuami dan istri.
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Perkawinan wNl dengan orang Asing yang telah dicatatkan

instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan pada Penvakilan

Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara

setempat;

b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia dan dokumen

perjalanan; dan

c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan Pindah luar negeri.

2) Tata Cara Pelaporan Pencatatan Perkawinan

PerkawinanWNldanperkawinanWNldenganorangAsingyangtelah

dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat, dilaporkan

pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai

berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan PersYaratan.

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipan akta

perkawinan dari negara setempat asli atau dokumen perjalanan Republik

lndonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat keterangan

yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri

berupa fotokopr, asli hanya diperlihatkan, wNl tidak perlu fotokopi KTP-el

2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F'2.02',

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat

keterangan Pelaporan;

e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon'



3) Formulir yang digunakan dalam Pelaporan pencatatan perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pelaporan perkawinan WNI dan

perkawinan wNl dengan orang Asing yang telah dicatatkan pada instansi

yang berwenang di negara setempat pada Perwakilan Republik lndonesia di

luar negeri, terdiri dari:

a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di LuarWilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan wNI atau perkawinan

WNI dengan orang asing yang dilakukan pada lnstansi berwenang di

negara setempat, berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26.

b. Pencatatan Perkawinan di Luar wilayah NKRI Dalam Hal Negara setempat
Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perkawinan Bagi Orang Asings

1) Persyaratan Pencatatan Perkawinan diLuarWilayah NKRI

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan

perkawinan bagi orang asing, dicatatkan pada perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

b) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik lndonesia suamidan istri.

Perkawinan perkawinan WNI dengan orang asing di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, dicatatkan

pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi

persyaratan berupa:

a) Fotokopisurat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat.

b) Pas foto benrrarna suami dan istri.

c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia dan dokumen

perjalanan.

d) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan pindah luar negeri.
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2) Tata Cara Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan Orang

Asing di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan'

Catatan:

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipan

akta perkawinan dari negara setempat atau surat keterangan

terjadinya perkawinan di negara setempat atau dokumen perjalanan

Republik lndonesia atau dokumen perjalanan bagi orang atau surat

keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah

luar negeri asli berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan, WNI tidak

perlu fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi karena identitasnya sudah

tercantum dalam formulir F-2.02.

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeriyang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan.

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan

kutipan akta perkawinan.

e) Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon

3) Formulir

Pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan WNI dengan orang

asing pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri menggunakan

formulir, sebagai berikut:

a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan

kodeF-2.02.

b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan WNI atau perkawinan

WNI dengan orang asing di luar wilayah NKRI dalam ha[ negara

setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang

asing, berupa register akta perkawinan dengan kode F-2' 1 5 dan kutipan

akta perkawinan dengan kode F-2.21.



4. Lampiran Formulir Pencatatan Perkawinan

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).
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c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perkawinan, terdiri dari:

1) Register akta perkawinan, dengan kode F-2.15, sebagai berikut

Formulir 12 - Register Akta Perkawinan, dengan kode F-2.15
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2) Kutipan akta perkawinan, dengan kode F-2.21, sebagai berikut:

Formulir 13 Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode F-2.21
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3) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan

kode F -2.26, sebagai berikut:
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Formulir 14 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil diluar
wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, Kode F'2.26



Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami

pembatalan perkawinan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili setelah putusan pengadilan tentang

pernbatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan

subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan serta

penyesuaian status perkawinan pada dokumen kependudukan lainnya.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Perkawinan

a. Pasal 39 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24 Tahun 2006.

c. Pasal 4'l Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Pasal 55 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri Nomor '108 Tahun 2019.

e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat

(2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Pembatalan Perkawinan

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan

memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

2) Kutipan akta perkawinan.

3) Fotokopi Kartu Keluarga.

4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan pembatalan perkawinan dilaksanakan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan

menandatangan i form u lir pelaporan F -2.01 serta menyerahkan persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

\_

t

i

(

i

I

\-

i



Catatan

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi

bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan putusan asli,

WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status

perkawinan kembali ke sebelumnya), untuk pelayanan onlineldaring,

persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlu

melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum

dalam formulir F-2.o1dan dinas menarik kutipan akta perkawinan asli

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan.

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dan

memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta

perkawinan.

5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan

perkawinan.

6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan

perkawinan kepada pemohon.

c. Formuliryang D'-lnakan dalam Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perkawinan di

wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir pelaporan pencatatan sipildidalam wilayah NKRI, dengan kode F-

2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiridari:

a) Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01

b) Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06.
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Formulir 15 - Catatan pinggir pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01

b. Surat keterangan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.06, sebagai

berikut:
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Formulir 16 - Surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06

KOtr ilI'*AS KEPEHBUEUI{AH T}AI{ PE}IEATAEAT* S$trXL
KABttPATEHf KtlTt{-..-..*-.-

STTRAT IdETEE,AHGAFT FEiIItsATA,*-A}T PEEfi*?}'ITIAI{
Mffi[&.---*-

Fda&sE{[0i--------.-.-"".--IE&ssa[. bs{ffi".--.-."".-.-.""-- k&r{e..""."---.".---
bofiatal tlfita& teg[ster Fktfi sE#trddRae &*&uf,-. -. .. . -. -, .

ffi&atafias effie{iseeEelffi;
Ar€r?}E &.a&kkki3
N${

E6EialaeiasRl
IEBffit taEsoal Iffii['
*E&E[iads

fiH#f,ffieesceeilrfl"
hlama,Ayah
l,lama lhi

nfimfls
F{:aff}G {EElEffisrail:}_
$tr|{
HffiEb*tssBEsEEEiEleeeHI
*ffi tasssfl[t*iE.
ffitriBas
.&]lamdt :

ItH#ailEaBcsatae :

Nel{la Ay*l :

Narna tbu :

M#de& sffiffifinffi. i*i Masffikffi &*E&&ns. **SreflB uffiffiffiaR Ftd r' FTH f
lirAl--.....-.... *ffiffi.-.-.-..,.-.... ketrf,I".-.-.-..-.-: &*rttrs,"...".."..-.-.".-.
tsru**. ". . " - -. " " - -, -.:-. - ynms ffiffi*ffi, ffiffiElgs re&a$-kag, da{i ffi*ffiffi, *ffiEU*L dBn
ffiffiIikae Ei'tffi d{a[dmsEiRqF.ffiEiflg s;EEtsEq&kFnHd pada stafr.tB cfifficl&

-.-"--.". kl*&
---.- teaf,Ees.

A'gama/e#gg&eggf &qffiefi Are66e;
A;lamat

3.' Lampiran Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan

1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perkawinan, terdiri dari:

a. Catatan pinggir pembatalan perkawinan dengan kode CP.01, sebagai

berikut:
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E. Pencatatan Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri bordasarkan

keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan

dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Pada prinsipnya Undang-Undang

perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang

perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami

isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Dalam hal

pencatatan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil KabupatenlKota dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

berdasarkan pada pelaporan dari penduduk. Penduduk wajib melaporkan peristiwa

penting yang terjadi pada dirinya untuk dicatatkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

'1. Dasar Hukum Pencatatan Perceraian

a. Pasal 40 ayat (1) dan (2) undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi KePendudukan.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor24Tahun 2006'

c. pasal 42 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

SiPit.

d. Pasat 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3) dan (5)

Pasal 7 ayat(2) Permendagri Nomor 109Tahun2019.

2. Pencatatan Perceraian diWilayah NKRI

Pencatatan perceraian dalam wilayah NKRI dilaporkan kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil KabupatenlKota tempat penduduk

berdomisili.

a. Persyaratan Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dalam wilayah NKRi dilakukan dengan memenuhi

persyaratan beruPa:

1) Fotokopl salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.



Kutipan

Dalam hal ohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau

nan, pemohon membuat surat pernyataan (SPTJM)

akta perkawinan tidak dimilikidengan alasan sesuai \-

4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Perceraian

Pencatatan perceraian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai

berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan

Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan

berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik

salinan putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga Asli untuk verifikasi

data yang tercantum dalam formulir F-2.01serta untuk dilakukan perubahan

data (status perkawinan menjadi cerai hidup), untuk pelayanan

onlineldaring, persyaratan yang di scan/di foto untuk diunggah harus

aslinya, tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitas

saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01, dinas menarik kutipan akta

perkawinan asli.

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan.

4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan

menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan

dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan

akta perkawinan.

5) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada pemohon.
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c. Formulir yang Digunakan dalam

Pelayanan pencatatan perceraian di

lndonesia dengan menggunakan form

1) Formulir Pelaporan Pencatatan

F-2.01

2) Formulir hasil pelayanan pencatata

dari:

a) Register akta perceraian dengan kode F-2.16

b) Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22.

c) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02'

3. Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI dicatatkan pada instansi yang

berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik

lndonesia di luar negeri. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Perceraian yang Telah Dieatatkan di Negara

Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari

negara setempat;

b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;

c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan pindah luar negeri.

2l Tata Gara Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan.

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di"luar'negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir petaporan dan persyaratan.

kode

L



Catatan:

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik kutipan

akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat,

Dokumen Perjalanan Republik lndonesia dan surat keterangan yang

menunjukkan domisiliatau surat keterangan pindah luar negeriasli.

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang

dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman

data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan

surat keterangan pelaporan.

e) Surat keterangan pelaporan diberikan kepada pemohon.

3) Formulir Pelaporan Pencatatan Perceraian

Perceraian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia setelah dicatatkan pada instansi

yang berwenang di negara setempat, berupa surat keterangan

pelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.26.

b. Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara

Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Perceraian Bagi Orang

Asing

1) Persyaratan Pencatatan Perceraian di LuarWilayah NKRI

Perceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing,

dicatatkan pada Perutrakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopidokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara

setempat.

b) Ktitipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; atau

c) Surat' pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak

dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan, dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan

kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan;
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d) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia

keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai

2l Tata Cara Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah NKRI

Perceraian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing,

dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia dengan tata cara sebagai

berikut

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan.

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri

melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan

persyaratan.

Catatan:

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik dokumen

yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat asli.

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang

dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman

data pelaporan ke dalam basis data kependudukan.

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta

perkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan

akta perceraian.

e) Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

3) Formutir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian di Luar

Wilayah NKRI

Pencatatan perceraian WNI pada Perwakilan Republik lndonesia di

luar negeri menggunakan formulir sebagai berikut:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

b) Formulir hasil pelayanan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, berupa

register akta perceraian dengan kode F-2.16 dan kutipan akta

perceraian dengan kode F'2.22 serta catatan pinggir pencatatan

perceraian dengan kode CP.02.

I



4. Lampiran Forrnulir Dalam Pencatatan Perceraian

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perieraian, terdiri dari:

1) Register akta perceraian dengan kode F-2.16, sebagai berikut:

.PrHTJ,. FE CEF-+IAI'I

'{!,1qEGAruE:3{F'{t1'! "- -... tr.dl,J'd{4F:r3'qHEEAFAfZ)."
l,hrncr : i.3_r ....
ftll"l , r.umi : rJi. .

tehur .....h*lir dihedap*n 5EyE

lil: . Fdebat Fenc.Etstsn SiFil
rkrsm*

rumuf

pekerpa*
tirqif,e*alt, tan-lFal

{14}

nelap.orl+a* derg*t rerdt"apie Frutuss*
pEfEe$lEri ('}n}..
nixttr$ilB-"-.-
f*nggpl{t?]"-". MruB
a l rq',

$eng n*$Iptsksn brtt$Js pldilEnye Frkeuir+w karera Friffi6ar3 *fltere {{E}

$en8$1

i7B!

;",k";;""y; ,rio,u,r.rn 
'' rsns

di

El*E
n*nrr,r PE; "..*:*rggslilSj.- . . ... .tshuc

{:4}
t?q:

darl st$'s{ furibr* Feuqe#em t{EflEsi.
lllomcr

tl*).. ..... ..............bn99a1 {:I} . ".......... ,... ..tsihun

il8l .. ....YBng r€nyalskBr balrus p,-rt-L:en tP{=eEUt t€l*t merr#unie, iekiJstBr!
hr,*um yeng ierap.

Tend: irurgan Felrynr Pe.fsb*i Fernetatsn Sipil .i3t]}... .... ",....
2Bl . 1311

Formulir 17 - Register Akta Perceraian, dengan kode F-2.16
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2) Kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22, sebagai berikut:

llilm&fr Ell FE*Ei€ffBE t68fi&t3

FfIIIEATATAi{ $FIL
C*!JEI. EEGT*ERA'BAH

BITAf,GAHEG&RA*
I*AIISI*ALiTY

:l(lfnPAff AHTA PEEI-EFSCAI*
E}{CEHFT trF I!IIiOEEE trERTIFICATE

BtrdE€3fli8n &l{t8 Fffi rElsE tsshwsl
thst lE

E-\r 1ilrtffi ! tr Oltso[oi cadlftEats r*ffitser
Fsdf,

w
t&I*ft fi*rest* FEtEffiE ------.".-.---",""-.
rffiff{sdth*;lsd!ffi+ sf

|llEEEsr
Fudegf,dE*s fasr
yibg # safstshsn F H fu! m Fa ip€{i}elY *Em kxtrao PEreHEtffi sllsffi :
{r*"? li 

" 
ti*u*trilo *r ms#leh easry ts uaqm b€fffim E3t3E I dl rthaf lil

6a{BEEI
{*tlfr

)EnB F{{rrsk6ffitr4t€ d*Ha$ifrffi dt

gfimEr
m*fliEgs EBTtilIEE*E ermEs

t8t1uft ...."..Fe*E nx y€&I

fi!tFEE lnt dlleluslkEn
Til€ {rwFpt ,a laBwd

0s

*E
F6lsjb.st Fffi€l[&E
&rflmr *t EIfl!

Formulir 1B - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode cP.22

3) Catatan pinggir pencatatan perceraian dengan kode CP.02, sebagai berikut:

c&TA['Atrd #lrl{iElE
FEI!!E&IAT&F! FE ffE$mtll

'flerdadan Futr*san Fmrgpdffian F{egeili Blcsrror

*ntaFa den6an s*bagairmne e*ta P,erkaurrimen

r'rErT!#r ".---.-.^-.-.---." t€Hl FqJtus-

_...,.., ...."......--. L,tr..

Feieb.at FPnEtstEttsl't Liail

i$F

Formulir 19 - Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian, dengan kode cP.a2

ffi8; .Et

Fs$s.



4) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kodeF-2.26 sebagai berikut:

L
\_

i

STJH.AT KETERA,T{GAil PELAPORAT* PET*CATATA}I S'PiL
t}l LUAR TYILAYA# i*EGARA I{ESATUAH REFI.JELIK III$O}IESIA

fuda hari ini .-..."."" taoggaf .".,.-,"- h$!ffi,,.".".". hhun,.,.-".---.", S*ya ".""""-"""." Pej*d
Fsieai#F SBS ".-".".,-"--."".".- le[dl rmereri*ra FdEpffaE Fncalatafi "--.".-""."-".,.." dari
hfuna :

Slwmrilolq.wrxa Fe$aklan R[ :

TemprlTanggil hhir i

Fdrcrjaffi :

&rytta :

l@emaryamTededapTr$mYlffi :

Alarnst :

Kerarganeqxaan :

k!Eafaian-.."""" ".". k*Efu{H*hdhlee**anp*de
tarSS&l Hom+r AHa

dattt telah tereatat dalam
di lteddaas Ee*s Eepuilit:lfldafiesia I Kcftsrrlal Jmderd

ftepublik tndsne*iia
Nonpr
Surat ltetrrungan Felaperan ".".".-..". ini hJte.! nerupalmn alda ,.".".."..."...

;"'(ffi ffi kr;; rid,m{t illff;-i-
' FOTS 4xE EERla,rAR!*A
BEHOAi,IFI!'IGAH SUAfritl lSTRl
{BAC| FERi(Alvlh|AH} I
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Formulir 2A - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah
Negara Kesatuan, dengan kade F-2.26



F. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan

subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.

1. Dasar Hukum Pembatalan Perceraian

a. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi KePendudukan.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.

c. pasal 44 Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

d. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

e. Pasal 4 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 6 ayat (3) dan pasal 7

ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Pembatalan Perceraian

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan dengan

memenuhi persyaratan beruPa:

1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;

2) Kutipan akta perceraian.

3) Kartu Keluarga.

4) KTP-el.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan pembatalan perceraian bagi Penduduk dilakukan di

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan mengisi dan

menandatangani formulir pelaporan F -2.01 serta menyerahkan persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan salinan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa



fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan

putusan asli, WNI melampirkan Kartu Keluarga asli untuk verifikasi data yang

tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data

(status kawin kembali menjadi Kawin), untuk pelayanan onlineldaring,

persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus aslinya, tidak perlu

melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum

dalam formulir F-2.01 
,.

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan.

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perceraian dan

kutipan akta perceraian.

5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian.

6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan

perceraian.

7) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan

perceraian kepada Pemohon.

8) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan kedua akta perceraian yang

telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pembatalan perceraian terdiri

dari:

1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah.NKR|, dengan kode

F-2.01.

2. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa:

a. Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03.

b. Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09.
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3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perceraian

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01

(Terlampir pada halaman 24 '27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a Buku

Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan perceraian berupa:

1) Catatan pinggir pembatalan perceraian, dengan kode CP.03 :

fl&Ti&TA'q F{HfiffIft

PEE}CAfATA#& PE.SilEATETff{ PfEfiffi$f;}I

Eerdasarkan Putusen Fengadllan ttleged .""""""-,"". l*crrrlr .... ... '

tEfl:ffiArl ,"-.-. bu:1an,...---. tafrffn "*--.."", bahwa perrer*iafl Eftt€rE dengnn

..-" sehageirnena skta Ferueraian nsrntr tEl,at*,hBtEl-

-.".."., ."..-,. _"". 1fi-""

Fejahat FenratEtdn sipil ."..."-."....."..-".....

ttinlttr___._.-.-"-.--...-.,......-.

Formulir 21 - Catatan pinggir pembatatan perceraian, dengan kode CP.03

2) Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09 :

KffF trlSEA.S tsEFEfinOUBUI{AftI *Al{ PE|ETATATAIII StFlL

mQBuPerE *f5(0Te

5I.IH*T I{ETERA$*GASI PEIU!BATA[.ftP{ PER{ERATfiS{

il*rnor :....,,..-..-.
Padaltarilni --.-..-tangSat........"bufsn,..,...-..-tatuur,..".-"...-.--telahlerEEtstdfrtamreEfisttr
F€rcErsi*nr1{msr..-.--,-"-.-.,---.--.. "--"-t€fitarEp€r$batalaEPercerEian*fikrs
F,lama Suami :

HIK :

Nomor BolffmH! PedalarHn Hl :

Tsrpst tafiggal lafiir :

Pekesiaa$ *gErs1afu EEqhayEt k€P{xEsysan :

Alamat :

Ke$argaFl€garaan :

Nama Ayafi :

DeB0aa

HIK :

NoEflor DolilJmefl Perjalanan Rl :

THWat taflgg€l lafiir :

Pekeria*fl .

AgErflE KESerEayaaE Te[hada$ TlE]3n YMtr :

Alamat :

K€wargaftegtraafl :

Nama Ayah :

Nama lbu :

FErEb*telar} FHeErs$ail ini berdasarlffil F€Eetapan Futusan Frftg:adEaF-.. tFF,r i

l!l*ms{-.."...-.--.". yatngdihrbi&ffinpadakn{g#
olPh....,..,. Surfft Heterfingan Eeftlb'fftBlan peflleffiian inri d8unElrEn sfbagai
doknnlE l Eah.

?n

Periabat PeftEatat*n Sipil... . ...

MF

FTf'd I MJl) nor!fl{"".^-.tanBqa!.-.,,hulafl -""-,-tahHft-,,.,""-yang rne*etapkan Fembatalafi Fercelaian
paEangEfi terse&$t dsn fl€ftelapkan lremhali s'tEfus PercErai*n pas,afigarl terseh,ttt s*ha&a[ suami
isffi f*nS sah s€s*EFafmana yffig ter*Etat Fada kutip*fl alda F€rEe{aiairl

Formulir 22 - Surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2'09
L



G. Pencatatan Kematian

Akta kematian adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil pada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri sebagai bukti autentik atas peristiwa kematian

seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialamioleh setiap

orang, yang harus dicatat oleh negara dalam bentuk akta kematian.

Tujuan kepemilikan akta kematian yaitu memberikan status dan kepastian

hukum atas peristiwa kematian seseorang, memberikan perlindungan data pribadi

penduduk yang berkaitan dengan kematian, memberikan fasilitasi pelayanan publik

sebagai implikasi pencatatan kematian, guna tertib administrasi kependudukan dan

memberikan kontribusi dalam pemeliharaan database kependudukan yang akurat,

mutakhir dan dapat dimanfaatkan.

Manfaat kepemilikan akta kematian yaitu sebagai pembuktian kematian secara

hukum, pengurusan warisan/hubungan hutang-piutang/asuransi/pensiun bagi

pegawai fiandaiduda), pemberian tunjangan keluarga, pengurusan taspen/asuransi,

pencairan dana tabungan di bank, persyaratan perkawinan bagi pasangan yang

ditinggal mati, perubahan status sebagai penduduk dan sebagai pelengkap data

statistik vital kematian.

1. Dasar Hukum Pencatatan Kematian

a. Pencatatan Kematian diWilayah NKRI

1) Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006

Keterangan:

Pengaturan dalam pasal44 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang

Nomor 24Tahun2013

2) Penjelasan pasal 44 ayat (3) telah ditiadakan dalam Undang-Undang

Nomor 24Tahun2A13

3) Pasal 44 ayal (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013

Keterangan:

Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) merupakan perubahan dari Undang-

Undang Nomor23 Tahun 2013

4) Pasal 45 ayat (1) dan ayat(21Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 20.18

5) Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1), (2)dan (3) PERMENDAGRI Nomor 108

Tahun 2019
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6) Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan

(5), Pasal 7 ayal (2) PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019

b. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

1) Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) dan Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006

2) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun2013

3) Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

4) Pasal 63 ayat (1), dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (2) dan Pasal 65

PERMENDAGRI Nomor 108 Tahun 2019

5) Pasal 4 ayat(1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat(2)

PERMENDAGRI Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Kematian diWilayah NKRI

setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama

lainnya atau anak atau ahli waris atau keluarga lainnya di Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili.

a. Persyaratan Pencatatan Kematian diWilayah NKRI

Pencatatan kematian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi surat kematian meliputi:

a) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut

dengan nama lain.

b) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas

identitasnya.

c) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas

keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan

jenazahnya.

d) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi

seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati

tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. lndonesia bagi penduduk yang kematiannya di

luar wilayah negara kesatuan republik lndonesia.

2) Fotokopi Kartu Keluarga atau dokumen perjalanan Republik lndonesia bagi

WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagiorang asing'
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b. Tata Cara Pencatatan Kematian diWilayah NKRI

Pencatatan kematian dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili. Pencatatan

kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga

dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT. Pencatatan kematian,

dapat dilakukan melalui:

1 ) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01

dengan menyerahkan persyaratan ;

b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan surat kematian

yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan),

Dinas tidak menarik surat kematian asli, WNI melampirkan fotokopi

Kartu Keluarga untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-

2.01, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/ di foto

untuk diunggah harus aslinya, WNI dan OA tidak perlu melampirkan

fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam

formulir F-2.01, Orang Asing menyerahkan fotokopi Dokumen

Perjalanan atau fotokopi KITAS/SKTT atau fotokopi KITAP/KTP-eI, WNI

bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Rl yang

meninggal dunia, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan

seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya,

pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya

penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang

tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan

kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian..Pencatatan kematian

bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam

database kependudukan dengan memenuhi persyaratan berupa

fotokopi penetapan pengadilan, dalam hal subjek akta tidak tercantum

dalam KK dan database kependudukan kutipan akta kematian

diterbitkan tanpa NlK.

c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;
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d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian

dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan

e) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

2) Petugas Registrasi Desa/Kelurahan

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta

menyerahkan PersYaratan;

b) Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan ;

c) Petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan

yang telah dilakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan

persyaratan, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kematian;

d) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan;

e) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

0 Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian

dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan

g) Kutipan akta kematian disampaikan kepada pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Kematian

Formulir yang digunakan dalam pencatatan kematian dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:

a) Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17.

b) Formulir kutipan akta kematian, dengan kodeF-2-23.



3. Pencatatan Kematian di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan

dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri. Apabila negara

setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing,

pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.

a. Pelaporan Hasil Pencatatan Kematian WNI yang Telah Dicatatkan di

Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Kematian

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara

setempat

b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia;

c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan pindah luar negeri.

2l Tata Cara Pelaporan Pencatatan Kematian

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulr F-2.02 pelaporan serta

menyerahkan persyaratan ;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan: untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan

kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat yang diserahkan

berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Perwakilan

Republik lndonesia tidak menarik kutipan akta kematian/bukti

pencatatan kematian dari negara setempat, untuk pelayanan

onlineldaring, persyaratan yang di scan/ di foto untuk diunggah harus

aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia atau surat

keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah

luar negeri diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam

formulir F-2.A2.
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c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeriyang

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat

bukti pelaporan dan Surat keterangan pelaporan diberikan kepada

Pemohon.

3) Formulir

Kematian WNI yang telah dicatatkan pada instansiyang berwenang

di negara setempat, dilaporkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan menggunakan formulir sebagai berikut:

1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

2) Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26.

b. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah NKRI Dalam Hal Negara

Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi OA

1) Persyaratan Pencatatan Kematian diLuarWilayah NKRI

Kematian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, dicatatkan pada

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi persyaratan

berupa:

a) Fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di

negara setempat.

b) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.

c) Fotokopi surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan pindah luar negeri.

2l Tala Cara Pencatatan Kematian di LuarWilayah NKRI

Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian

bagi orang asing, dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;



Catatan:

Untuk pelayanan secara offlineltatap muka, persyaratan surat

keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat

yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan),

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri tidak menarik surat

keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat

asli, untuk pelayanan onlineldaring, persyaratan yang di scan/di foto

untuk diunggah harus aslinya, fotokopi dokumen perjalanan Republik

lndonesia atau surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat

keterangan pindah luar negeri diperlukan untuk verifikasi data yang

tercantum dalam formulir F-2.02.

c) Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Penvakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan

akta kematian; dan

e) Kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir

Pencatatan kematian WNI pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri menggunakan formulir sebagai berikut:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-

2.02.

b) Register akta kematian dengan kode F-2.17 dan kutipan akta kematian

dengan kodeF-2.23.
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4. Lampiran Formulir Dalam Pencatatan Kematian

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada hataman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasil pelayanan pencatatan kematian, terdiri dari:

1) Formulir register akta kematian, dengan kode F-2.17, sebagai berikut:

Slftr* H[E{ATI&I*

tYsrpF4EguE",,-

Prda hari lFMl t*huFr

h*dir dihadapan

F*krrjain..-..."..".--.. " tslamat tempat RT.-"..,..". H11...".-...-..".

Kek:r*trarrlBeEa-.-- --- &cEnrataii-."..- *". dxtga*r*ten&alh?epEr:YarEkl:

rn*lap,c6ar;
n:rkrri

beFvra dti"..".....-..."..".....,". pad.: hari..-,.."....... tarrggx1......,.".."........."..-..-..

te*ah ru*eniqgal *.mia-.---,-.-.." sew*q
tdtx lshir d!."."."."..".-..-". -.. pada tan6gal"..-..,-.--.-"..-.........-"..^... tEhufi ..-....-. -.-"..,..".....--.....,

altrnat tenrpat tifiEEE$

[aki-*a*i/ psunpuar.
lbu Handung bernamE..--..-..-,..".,-.."......-,.... P,illK-............".."...........-... Ia,hir di".,..,."..,.--.,.."...-".-".... pad'*

ffi]Egd.----------.---"-.--.

nF&ariern

akfiEt empEt tingEd

PEnEatE,En,{Er*EtiEn iui dtsaklkan aiblr
Ur,*U r-... . . -..ta hun,

alEmat tefi F3t uFiEa1...................

s[rfirEt Bflpat tinEFrl

3€Eslair AhE ltemEtian i,ni diba(;*3n 'dan d'fe**sk*n, ditandatarigan4 f,teh pelapor, saki daa saya.

tarda ESTEEP!

FelaW Eiabat FenrE&tEn sip&

Formulir 23 - Register Akta Kematian, dengan kode F-2.17



{tqmcr lnduk l( eFendudukan :

Pessnnel Reglstratien Hu r*ber

IEI{C'ITATA'{ SIPIL

EEGISTBY Sf FICI

WABGA l{EGARA.-.,.....-.
fiATIO}TALITY

KUTlPAl,l AKTA KEMATfASI

EXCIRPT OT DEATTI CE*IIfICATE

Eerdasarkan Akla Kerr}atian illomor ------.-".."-..-.-".----

Ar Yirtue o f Deattr Certi{icete l9umber
rnsnurststb{d --

ir *qrordance w ith State gBerette
bahwa di ---,-...-
that in
pada tanggal
or! date
tahua ---".--.---,...
on yeEf
telah meai*ggal dunia secrang hernama Tafitlyfrln
a perssn tlas d$eased fu name of Mrfl$rsy'lfiiss
ilahir di -..-.-""--""-
honr in
pad.a tanoml

oa date
tahun
on yeEr

futipan ani dikeluarkan *.-..--.,
The exrerpt i: issued
Pada tangeal.-...
On date
PeFbat Pencatatan Sipil --....-
Officer of Civil E€gistration

2) Formulir kutipan akta kematian, dengan kode F-2.23

Formulir 24 - Kutipan Akta Kematian, dengan kode F-2.23
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3) surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah Neg

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.26 sebagai berikut:

d

Sursf He&ranaaB PESES0EE*| P*nea*rtm Sipe di [-[tar$Elt]Eit IiIKH f-eZB

SUEAT KETE*AI{GA}I PETAFORAil PE'{CATATAII SIPIL
TX LUAR IIYTI.AYA}I 

'*EGARA 
HESATUAH ftEPUELII{ IIIB&{ESIA

l*omol.l ...-.....,,

Pada hati ini ......... tarqgal ....
FeBcdataE Sipil --" "- " --. -., --".-.,
fiiarlia
twH

.. - -. - butan . ". ". " -- " tahon-. - -- -. ". ". ", Sarya ^. -. -. -. - -. - P€abIt
Ekh menedrEE pdEFffaa Fe$calEtan -.-.-.---.-..-.-.- dmi

fikmr 8okuilEfi Feliatrtrran RI
Ternpal T€Bggd X$lir
fue{aarr
Asffira
l{egetayam TerMap Tlstar* Y}llE
Alarnat
l{€$talq@ffaaH

Penmialan,..--.-. ",. ier#ld teldr dilflhsi*k [t pada
lamgd l,IoflrorAHa
YuEdBtffbitttrI#l ".".. dmHahkmdddatar:t
dafiar pencddan di ffil.tte8r Ecstr Rryrtak ll|{toflGsia J KErru}d.}erderd
Rryr"rbfi k IndonesialKonsu$d Repr$li* ffifia
Nomff ".--.-.....". TaBggal """".".-."-

Surat KetE{aEgan Pelapor8fl PBne*atan ini bukail flEftrpakan alda . . . "" - . -. -. -. . .

20-"._"
E.n KanlGr Fefirrahflan Rryublik lEdoneEia

*FOTO4xE BERWARI"IA
EERtrAMFII*GAII SUAlliS ISTRt

{BASr FEfiICEtfiltHAH}

Formulir 25 - Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah
Negara, dengan kode F-2.26



H. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anak

serta perlindungan anak. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, antara lain mengatur pengangkatan anak hanya dapat dilakukan

untuk kepentingan yang terbaik bagi anake. Pengangkatan anak hakikatnya adalah

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan

keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan

keluarga orang tua angkatnya.

Proses hukum pelaksanaan pengangkatan anak, pada prinsipnya melalui 2

(dua) tahap yaitu tahap pelaksanaan pengangkatan anak (penetapan/putusan

pengadilan atau adat kebiasaan) dan tahap pencatatan pengangkatan anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan pencatatan pengangkatan anak diatur berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Fahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan

pelaksanaannya.

Pengangkatan anak melalui penetapan/putusan pengadilan hakikatnya adalah

keputusan hukum mengenai keabsahan suatu pengangkatan anak. Sedangkan

pencatatan pengangkatan anak merupakan pembuatan/penerbitan alat bukti autentik

terhadap pengangkatan anak tersebut. Hasil dari pencatatan pengangkatan anak,

berupa catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengangkatan Anak

a. Pencatatan Pengangkatan Anak diWilayah NKRI

1 ) Pasal 47 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

2) Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Fahun2013

3) Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

4) Pasal 66 Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun

2019

s Republik lndonesia, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab Vlll, Pasal 39
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5) Pasal 4 ayal (1) dan ayat(2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan

(4) Permendagri Nomor'109 Tahun 20"19

b. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

1) Pasal 48 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5), Penjelasan Pasal 47 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

2) Pasal 48 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 96 Tahun 2018.

3) Pasal 68 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1 ) dan ayat (2) Permendagri

Nomor 108 Tahun 2019.

4) Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1) dan ayat(2) Permendagri Nomor 109

Tahun 2019.

2. Pencatatan Pengangkatan Anak diWilayah NKRI

pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan. Kewajiban

melaporkan pencatatan pengangkatan anak adalah orang tua angkat atau orang

yang dikuasakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

KabupatenlKota tempat calon anak angkat berdomisili.

a. Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak

pencatatan pengangkatan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak,

Penetapan atas putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama,

menerapkan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak'

2) Kutipan akta kelahiran;

3) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua angkat;

4) Fotokopidokumen perjalanan bagiorang tua angkat orang asing.

b. Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan

tata cara sebagai berikut:

1) pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan (F-2.01) serta

menyerahkan PersYaratan;

2) Petugas pelayanan melakukan yerifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan,
(__



Catatan:

Petugas pelayanan tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi

Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir

F-2.01dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang

tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

Dalam hal analisis hukum pencatatan pengangkatan anak berbeda dengan

tempat diterbitkannya akta kelahiran maka Disdukcapil Kabupaten/Kota

tempat anak angkat berdomisili, berkoordinasi dengan Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat d iterbitkannya akta kelahiran.

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan pejabat pencatatan sipil pada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota

menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

kepada pemohon, juga diterbitkan KIA bila belum memiliki KIA serta Kartu

Keluarga orang tua angkat dengan mencantumkan status hubungan dalam

keluarga sebagai anak dan dalam kolom orang tua tetap tercantum nama

orang tua kandung.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengangkatan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengangkatan anak di

lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir pelaporan pencatatan sipildi dalam wiiayah NKRI, kode F-2.01.

2) Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahiran

dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04.

3. Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara

setempat dan dilaporkan kepada Penuakilan Republik lndonesia di luar negeri.

Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak

bagiorang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri.
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a. Pelaporan Hasil Pencatatan Pengangkatan Anak yang Telah

di Negara Setempat

1) Persyaratan Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah

dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat, dilaporkan

pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan memenuhi

persyaratan beruPa:

a) Fotokopi bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;

b) Kutipan akta kelahiran anak wna/bukti kelahiran anak WNA;

c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia orang tua angkat;

d) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik lndonesia;

e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asalanak'

2l Tala Cara Pelaporan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah

dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat, dilaporkan

pada Penarakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tata cara

sebagaiberikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan

persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia diluar negerimelakukan

veriflkasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Persyaratan bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara

setempat, dokumen perjalanan Republik lndonesia orang tua angkat,

persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik lndonesia atau

persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak berupa fotokopi

(asli hanya diPerlihatkan);

c) Petugas pada Penrakilan Republik lndonesia difuar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Penruakilan Republik lndonesia di luar

negeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak;

e) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon;

0 Pemohon rnelaporkan pengangkatan anak warga negara dsing

kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil



Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di lndonesia

untuk direkam dalam database kependudukan;

g) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota

mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.

3) Formulir

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang telah

dicatatkan pada instansi yang benvenang di negara setempat, dilaporkan

pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan menggunakan

formulir sebagai berikut:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-

2.02.

b) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luar Negeri,

dengan kode F-2.27.

b. Pencatatan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di Luar Wilayah NKRI

Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan

Pengangkatan Anak BagiOrang Asing

1) Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak di LuarWilayah NKRI

Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat tidak

menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing,

dicatatkan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan

pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;

b) Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan

c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia orang tua angkat;

d) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah republik lndonesia;

e) Fotokopi persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

2) Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dalam hal negara setempat

tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi orang asing,

dicatatkan pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan tata

cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan

persyaratan;

(
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3) Formulir Pencatatan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI pada

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri menggunakan formulir

sebagai berikut:

a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI, dengan

kodeF-2.02.

b) Surat keterangan pengangkatan anak dengan kode F-2.27.

b)PejabatpadaPenvakilanRepubliklndonesiadiluarnegeri,;ire
verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan

anak sesuai ketentuan dari negara setempat, dokumen perjalanan

Republik lndonesia orang tua angkat, persetujuan tertulis dari

Pemerintah Republik lndonesia atau persetujuan tertulis dari

pemerintah negara asal anak berupa fotokopi (asli hanya

diperlihatkan);

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri yang

dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman

data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan

e) Surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon'

0 Pemohon melaporkan pengangkatan anak warga negara asing

kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota di tempat tinggalnya setelah kembali di lndonesia

untuk direkam dalam database kependudukan;

g) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil KabupateniKota

mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.



4, Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengangkatan Anak

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

' b: Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB ltl Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak

1) Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register akta kelahiran

dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04, sebagai berikut:

CATATAH PXHGGIB

P=ilCATA TAIT FE!{GAIIIGIffiTAIII AII.#TI{

Eerdasa rkan Fenetapan Fengad itran f'legerilPeng*dilan $ga ma

-hrrlerq

anak angkat sa*! dari

Srlcmor tanggal

.."..". tahr"ln bahuna ....,..., adalah

dan

20"..

Pejahat Fencataten SBpil.... "."".."."

F{{P.."

Formulir 26 - Catatan pinggir mengenai pengangkatan anak pada register
alda kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dengan kode CP.04
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SUHAT IGTIEAI{GANI PEHEA}IGI(ATAH ANAK

WTIIA DI."EH WITI M TUARWITAYAH ttIKEI

{epada Semua Yang Eer*ePemtirqan

Fejabat Fescatatan 5i pil :l{ed utaan tse*ar$(onsu f at .l eftder*#l(*nsu [*t
ftepubNBk [ndcnesie di....""....."..""... ..., rnenerangt*n

bahwa a*ak laki-la&i/pee"enrpuan bemema....*.."'..".."'.'".

lahir di..".......,, .". tanggal.'...'. hulan'".'."".'"".

tahun..-......".. ${smor Akta l(elahiraft'.'..'.".-"...'....'...",.""."......".'-. anak

ka*dung pasiiftgan suami/lrtr; dari dan..,...........".....

berdasarkan Surat PuturalrfPenetapan Pengangkatrn Anak dari

Pengadilan.,.., .....,..,...........Fl8rnor.'....""."...

Tengga1......,....... Tahun.,................ danlatau Surat Keterangan Pe*gangkatar

Anak dari....... Negara..",".'.'.

Nofi'Isr........... Tanggal"......,.. ."..'.... Tahun.

telah diangkat oleh pasangan suarni/istri., ..".. dan

yang beralam,at di".......,....., .'.., 8t'.......". Hw'.."'."

DesafKe[urahafi.................,., .,. Kecamatan

Dikukuhkan di""..,..,..""....."

Pada tanggal"..-. *....."-.."..,.?0...

Pejahat Fencatatan $ipil

HIF

Fejahat P*ncatatan Sipil

pada Fenr:akilan Eepublik trttdonesia

rtlr,t!,rrI lrrlrlrrrl''.',.',.',......,'. 20'...

NIP

2) Surat keterangan pengangkatan anak WNA oleh WNI di Luar

dengan kode F -2.27, sebagai berikut:

Formulir 27- Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di
LuarWilavah NKRI



Pencatatan Pengakuan Anak L
Proses pengakuan anak sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh

identitas dan mengetahuiasal usuldariseorang anak yang baru lahir. Pengakuan anak L
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diartikan , --'

bahwa pengakuan seoranE ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang

sah menurut hukum agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , 
''

dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor l-

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa

pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir \-
di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Walau

demikian ketentuan pengakuan anak oleh seorang ayah terhadap anaknya yang lahir I
di luar ikatan perkawinan sah dimaksud, tetap dapat dilaksanakan pencatatan

berdasarkan penetapan pengadilan. I

1. Dasar Hukum Pencatatan Pengakuan Anak

a. Pasal 49 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Keterangan :

1) Penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor

24Tahun2013;

2) Pasal 49 ayat (2) telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013

b. Pasal 49 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013

Keterangan :

1) Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) merupakan perubahan dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

2) Pengaturan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) merupakan perubahan dari

Undang-Undang N0 23 Tahun 2006

c. Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Perpres Nomor 96 Tahun 2018

d. Pasal 70 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1 ) dan ayat (2), Pasal72 ayat (1 )

dan ayat (2), Pasal 73 ayal (1) dan ayat(2),Pasal74 ayat (1) dan ayat (2),

Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

e. Pasal 4ayat (1) dan ayat(2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (a) dan

ayat (5), Pasal 7 ayat(2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor

109 Tahun 2019
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2. Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisli.

a. Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah NKRI dilakukan oleh

Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili, dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh

ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan

anak jika ibu kandung Orang Asing;

b) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME;

c) Kutipan akta kelahiran anak;

d) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu;

e) Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing'

2l Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak diWilayah NKRI

pencatatan pengakuan anak dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan

tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan PersYaratan.

b) petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan,

Catatan:

Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik surat

keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Tuhan Yang Maha Esa asli,

fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir r-2.01, tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu

kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

I
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c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis

kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengakuan

anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

e) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupateni kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

f) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah

diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak di

Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01, terlampir.

b) Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa

surat pernyataan pengakuan anak, dengan kode F-2.10.

c) Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak diwilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

(1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18.

(2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24.

(3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan

kutipan akta kelhiran, dengan kode CP.05.

b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah

menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di

wilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan

b) Kutipan akta kelahiran anak;

c) Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu.
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2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan

yang sah menurut hukum agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa diwilayah NKRI dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan

UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan

tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persYaratan;

b) petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan;

Catatan:

Persyaratan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa

fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), dinas tidak menarik salinan

penetapan pengadilan asli, fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk

verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.a1, tidak perlu KTP-el

saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah

tercantum dalam formulir F-2.01.

c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis

kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang telah

diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengakuan Anak

Formulir yang dQunakan dalam pencatatan pengakuan anak yang

dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia, terdiri dari:

a) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan

kde F-2.01.

b) catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode

formular CP.06.



3. Pencatatan Pengakuan Anak di Luar Wilayah NKRI

a. Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak BagiWN! Bukan Penduduk

Pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukan

dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh

ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenaipengakuan anak jika

ibu kandung Orang Asing;

b) Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka

agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

c) Kutipan akta kelahiran anak;

d) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.

2l Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk

Pencatatan pengakuan anak bagi WNI bukan Penduduk dilakukan

pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai

berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta

menyerahkan persyaratan;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa fotokopi

bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Dinas tidak menarik surat

keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa asli.

c) Petugas pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri yang dapat

mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data

pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan

kutipan akta pengakuan anak dan membuat catatan pinggir dalam register

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

e) Kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah

diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon
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3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bagi

Bukan Penduduk

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak WNI

bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri

dari:

a) Formulir Pelaporan Pencatatan SipildiLuarWilayah NKRI, dengan kode

F-2..02, terlampir.

b) Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa

Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10'

c) Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

(1 ) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18,

(2) Formulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kodeF-2.24,

(3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan

kutipan akta kelairan, dengan kode CP.05.

b. Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah

menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi

WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah

menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagiWNl

bukan penduduk di luar wilayah NKRI dilakukan di kantor Penvakilan Republik

lndonesia di luar negeri.

1) Persyaratan Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar

NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang lt/aha Esa

bagiWNl bukan penduduk dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopisalinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Kutipan akta kelahiran anak; dan

c) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia



2) Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak Bukan Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

bagi WNI bukan penduduk dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia

!-: di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.02 serta

menyerahkan persyaratan ;

b) Pejabat pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Persyaratan salinan penetapan pengadilan yang diserahkan berupa

fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan), Penvakilan Republik

lndonesia di luar negeri tidak menarik salinan penetapan pengadilan

asli.

c) Perwakilan Republik Jndonesia di luar negeri mengakses basis data

kependudukan untuk melakukan perekaman data pelaporan ke dalam

basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan

kutipan akta kelahiran;

e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan

kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak Bukan

Penduduk di Luar NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengakuan anak yang

dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI bukan Penduduk di luar NKRI,

terdiridari:

a) Formulir Pelaporan pencatatan sipildi LuarWilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

b) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode

formulir CP.06.
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4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengakuan Anak

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir kelengkapan persyaratan pencatatan pengakuan anak berupa Surat

Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10 sebagai berikut:

HffP T}!I![AS KEPEi{T}LTBI]I{*}' TTAH trEI{CATATAH SIFIL
*6[EtJ PJITEH,ll{ETA.-.. --. --

SUFIAT trERTATAAI* trEgt&GAKt Al{ AI{AK

Vftng berhn*fa ta*g|*n .*i bffifr i{*i :
Gname :
!*IH :
Ten*petf[ftnggEn hhtr :
Pclcriea|r :
Alsrrrfit :
dcElEFa{! i|*i snellydaksl msrgfflffri seo:a*g amak
hiolBgir *tlra:
!*ffin& :
n(tK :

",*ii*is k**amk! :
T+rft@tftilEggd lahlr :
l3ffrrmrAkfu ldeliahirfrrl :
Taa$g*lf8ul&dTah$trr{htal{Etahlrair :
Ein8s *{sfurl(€tft Vg if,sl€rt*tkEft :
Akta ltel8h*!'8I| :
AIffiflat Di5*es Dukcatral :
lrae}g 5:rlenxpalrflfi a!}fl{E *rffrldffng dlli 3€{rafig fuu :
!Gen& :
!*tx{ :
Trrr*FBtffie]lggd tahlr :
Fekerj*agt :
.&kilat :

Ee*ni!{iEa surat F€ff{lratae]* in* *elfa fuuEt d*r*gan
sefu&erflya, saye bsrsedia rnerr*er*ufiii *srllEifuaIx dan
*xnggiung ia\rEb atas pengra*cuan a*Idk lrel*g saya
nyatdffirt itri.

-efi.".

bu KEndung Aftffk
melxy*tqiui
YErl g Hters&rret trErflyErft*a{r
frllatrra* 6.D#Fff

Formulir 2B - Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10



d. Formulir hasil pelayanan pencatatan pengakuan anak, terdiridari:

1) Formulir register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18, sebagai

berikut:

AI{TA PEfi}G&Kt.}AH ANAI(
l]l.arga B$ega]'a

fCon'lsr Akta
FllK lbu #andung
hllK Ayah l(andung : -...--..........-..........-.......-.

Pada hari ini -.......-.. tanggai ....-".-"bulax---.,"........."-"..- tahun.....-.-.-....pultui-..."."..-"... hadir
dihadapen sBsB--.-.

L.

alamat temrat tlr*gge!

t-
*ia n'rat tern pat ting:gal-"-,--

lv{enerargkan kepada EEyB bal'*s,e r*erelra rn.engeiixi seerang a*ak lakF

lakifperer*puan bersarna-^--,-------"*.----"--.-.-".--.- fafuir di ,,..".-.. pada
tanggal tahun
ibunya bernan'1a.,--,.-,.-,-..-..-,--,-.-- Kelahira,n anak tersebut teiah dicatartkan
dEnga* Akta Hefahiran nsmor -..,-.--,.--.,,,-- tangEal -,-.---.,---- tahun F€,r}fatBtan

Fengakuan A*ak disaksikan oteh :

1.--."""."-......"-.-"-.--. c..irnur.-"-----.-.tehun.---,.-.--.-.-..--- pekerjaan---"."-...

alamat tempat tinggai.......-..-...

Setelei* Ald+ Fengakuan Anak ini d[bacalcan dan dgefaskan, ditandatangar*i +lefu pare

Fenghedap. saksi da* saya-

Tanda ta*gan
lhu Kandung

Ta*da t**gan
Ayah:t(andung

Pelabat PenEatatan Sipil .........

Formulir 29 - Register akta pengakuan anak, dengan kode F-2.18

I

L

:

I

I

i

i

\-



2) For:mulir kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F-2.24,

berikut:

Nornor lnduk KePrduduk an :

Fersonel Registration Humber

FFNf,ATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA ...
NATIOS*ALITY

KLITIPAN AKTA PENEAKUA'{ ANAI{
EXCERT GF C++ILS AC'{h'OWLED6EMEHT CERT}FICATE

Berdasarlean Alda Fengahuan Anak Nomor:
By Virtue d Child AckrloYnle@erte*t Cer{ificate Nt*r-nher

bahw a di
B:tal in
sesrang anak beir*arna,,--.,.--.-,-------
a ctrlild by name of
pdatanggsl
0n date

tahu*-..
ofi }r€sr

&e[ah diakui sehlg*i ana{t lcandungnya oldr
*ws been a**cvdedged m *l*lr child by
dan ,--......,,--..
and

Kutipan ini dikeluarkan . -.,. "- -- -'.
The excerPt is issued
Fada tanggai
0n date
Fejabat Fencalatan Sipil - ^. -.. . -.

Officer of Civit Registratien

NtP _...

Formulir 30 - Kutipan akta pengakuan anak, dengan kode F'2'24

3) Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahlran dan kutlpan

akta kelhiran, dengan kode CP.05, sebagai berikut:

ilATATAII PIltlGGlR

FE}IIATAT&H PEHGA I(TIA}* A T*AH

S*rdasarkan Akta F*ngakusft Anak tlcmsr "" tanggal

-".."..""... bu*an t*hun Yang dtterbhkan

tdah diatoui*leh ha*w*
sehaga, ailak filein

FI}F

Formulir 31 - Catatan pinggir pengakuan anak pada register akta
kelahiran dan kutipan akta ketahiran, dengan kode CP.AS



4) Catatan pinggir pengakuan anak pada akta kelahiran dengan kode formular

cP.06.

SATATAH FII*GGIR
FE}'EATATH!| PEHGAI{LAilI! AI{41,{ BERU*SARXAf\I

FEHF TAFA!'I PEF*GADILAH

Eerdasa*.an Perretapan Fer*SadifErn"--.----- --- - f{*nmr
tanEgatr ..".."" hr*lan .,--.." Tahtilr-* hahwa
telafl dlakulsehagai anak deh

C#u*iF#utrk. suff" "

N

Formulir 32 - Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak Berdasarkan
Penetapan Pengadilan
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J. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari

perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan pada saat pencatatan

perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Dalam pencatatan pengesahan anak tersebut, dilakukan dengan membuat catatan

pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiranlo. Pengesahan anak

juga dapat dilakukan pencatatan melalui proses pengakuan anak yang telah dilakukan,

pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya, dan pengesahan anak dapat juga

dilakukan tanpa melalui pengakuan anak, yakni dilakukan bersamaan dengan

pengesahan perkawinan orangtuanya berdasarkan penetapan atau putusan

pengadilan negeri atau pengadilan agama.

Dalam substansi perubahan Undang-Undang yang berkaitan dengan

pencatatan sipil adalah termasuk dalam hal pencatatan pengakuan dan pengesahan

anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, pengakuan anak dan pengesahan anak hanya berlaku untuk

penduduk yang beragama non muslim. Sebab, untuk penduduk yang beragama lslam,

pengakuan anak dan pengesahan anak belum dapat dicatatkan, karena hukum lslam

tidak mengenal pengakuan anak dan pengesahan anak.

Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dipertegas bahwa

pengakuan anak dan pengesahan anak dapat dilakukan oleh penduduk yang telah

melaksanakan perkawinan agama secara sah. Dengan demikian, dalam perubahan

Undang-Undang tersebut, pengakuan anak dan pengesahan anak tidak dibedakan

untuk penduduk yang beragama lslam maupun non-Muslim.

Terdapat pergeseran pengertian pengesahan anak, sebelumnya diartikan

bahwa pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada

saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Hal ini terdapat dalam

penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi

pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut

hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut

telah sah menurut hukum negara. Namun demikian pencatatan pengesahan anak oleh

seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah menurut

hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat dilakukan

pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan.

10 lndonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

Tahun 20L8 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri No.

108 Tahun 2019, BN No. 1789 Tahun 2019, Ps. 77.



Dasar Hukum Pencatatan Pengesahan Anak

a. Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Keterangan :

Penjelasan Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3) telah diubah dalam Undang-

Undang Nomor 24 f ahun 2013

b. Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013

Keterangan :

Pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan ayat (3) merupakan perubahan

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

c. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayal (2) Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2018

d. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76 ayat(1) dan ayat(2),Pasal77 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun

2019

e. Pasal 4 ayat ('1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan

ayat (5), Pasal 7 ayal(2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor

109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI

Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil KabupateniKota tempat penduduk

berdomisli.

a. Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI

1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk wNl dilakukan dengan

memenuhi PersYaratan beruPa:

c. KutiPan akta kelahiran;

d. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya

peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang

maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;

e. Fotokopi kartu keluarga orang tua.

L
L

L

L

L

L
L
L

L

l_

L

L,

\*

L

l



Pencatatan pengesahan anak bagi Orang Asing dilakukan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Kutipan akta kelahiran;

b) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya

peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap tuhan yang

maha esa terjadi sebelum kelahiran anak;

c) Fotokopi Kartu Keluarga orang tua; dan

d) Fotokopi dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.

2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak diWilayah NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI dan Orang Asing

dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai

berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-20'l

serta menyerahkan persyaratan ;

b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa

perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

terjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanya

diperlihatkan dan Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli,

fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang

tercantum dalam formulir F-2.01, tidak perlu KTP-el saksi karena

identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta

pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

e) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

0 Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah

diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.



3) Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak di

Wilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak

Penduduk WNI dan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik

a) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pencatatan pengesahan

anak Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia, dengan kode F-2.01.

b) Formulir hasil pelayanan pengesahan anak Penduduk WNI dan Orang

Asing, terdiri dari:

1) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.

2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.

3) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan

kode CP.07.

b. Pencatatan Pengesahan Anak yang Dilahirkan Sebelum Orang Tuanya

Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak \.-

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum

orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau I
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk \_
berdomisili berdasarkan penetapan pengadilan.

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum \_
'orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang ltrlaha Esa dilakukan dengan .tr
memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan;

b) Kutipan akta kelahiran; dan \-

c) Fotokopi kartu keluarga. 
( 

_

L

L



2) Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak

Pencatatan pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum

orang tuanya meleiksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persyaratan ;

b) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persYaratan;

Catatan:

Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli, fotokopi kartu

keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir

F-2.O1dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung

karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2-01.

c) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register

akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pengesahan Anak

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak

penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa diWilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia,

terdiridari:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan

kode F-2.0'1.

b) Catatan pinggir mengenai pengesahan anak berdasarkan pengadilan

pada akta kelahiran dengan kode CP.08



3. Pencatatan Pengesahan Anak di Luar Wilayah NKRI

Pengesahan anak bagi WNI bukan penduduk di Luar Wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia wajib dilaporkan oleh orang tua pada Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri.

a. Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

1) Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi WNI Bukan

Penduduk di Luar NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia dilakukan oleh Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri. Pencatatan pengesahan anak bagiWNl

bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Kutipan akta kelahiran;

b) Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya

peristiwa perkawinan sebelum kelahiran anak; dan

c) Fotokopi dokumen perjalanan Republik lndonesia.

2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak BagiWNl Bukan Penduduk

di Luar NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri, dengan tata cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta

menyerahkan persyaratan ;

b) Pejabat pada Peruvakilan Republik Indonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan valldasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Gatatan:

Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa

perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa terjadi sebelum kelahiran anak berupa fotokopi, asli hanya

diperlihatkan. Perwakilan Republik [ndonesia di luar negeri tidak

menarik kutipan akta perkawinan asli dan fotokopi Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia.

c) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dapat

mengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekaman

data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
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d) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di

negeri mencatat dalam register akta pengesahan anak dan

menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

e) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar

negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan

kutipan akta kelahiran; dan

0 Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah

diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bagi wNl Bukan Penduduk

di Luar NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan anak bagi

wNl bukan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia, terdiri dari:

a) Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode

F-2.02.

b) Formullr hasil pelayanan pengesahan anak bagiwNl bukan Penduduk

WNl, terdiridari:

(1) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19.

(2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25.

b. Pencatatan pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang

sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

bagi WNI Bukan Penduduk di Luar NKRI

1) Persyaratar Dencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar

NKRI

Pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yang dilahirkan

sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum

agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaporkan

kepada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri berdasarkan

penetapan pengadilan, dan pencatatannya dilakukan dengan memenuhi

persyaratan berupa:

a) Fotokopi salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b) Kutipan akta kelahiran; dan

c) Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia.



2l Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar

NKRI

Pencatatan pengesahan anak bagi WNI bukan Penduduk yang

dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut

hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri, dengan tata

cara sebagai berikut:

a) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta

menyerahkan persyaratan;

b) Pejabat pada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Salinan penetapan pengadilan berupa fotokopi, asli hanya diperlihatkan.

c) Petugas iada Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri dapat

mengakses basis data kependudukan untuk melakukan perekaman

data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

d) Pejabat pencatatan sipil pada Peruvakilan Republik lndonesia di luar

negeri membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan

kutipan akta kelahiran; dan

e) Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

disampaikan kepada Pemohon.

3) Formulir Pencatatan Pengesahan Anak Bukan Penduduk di Luar

NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan pengesahan bagi WNI

bukan Penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan

perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dilakukan pada Perwakilan Republik lndonesia, dengan

menggunakan formulir, terdiri dari:

a) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan pengesahan anak bagi WNI

bukan Penduduk WNI yang dilahirkan sebelum orang tuanya

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b) Berupa catatan pinggir pada akta kelahiran, dengan kode CP.08.
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4. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pengesahan Anak

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipildi luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasil pelayanan pengesahan anak, terdiri dari:

't) Formulir register akta pengesahan anak, dengan kode F-2.19, sebagai

berikut:

AKTA PEITGE SAHAI' Aldft I(
9lrergin l{egara...

plsmtrAHa :

HIK AyaA Kandung :
HlKlhilKaEdwU:
FrlKAnak :

Fadanariini"---.-"---.-...".tBtuqsl".-...-.-"-bElel-.-.-.-.-...""."-..-khfir---,--".".-"--""--'ftfldlrdlhadaFft
sya.- P€jabal Pefl catatan Sipf, d i............ ".-... -.

*T","". *W".".--"."

3- tlama "-,-"---- tlfiur.-...-.-..-" tarluB E€kEria$ft - alErftat Tpm@lklgg*l
..._ RT..... RW.....

DesalKeluratlan
KahEFEterbKota

ltecamalan .."....
Provinsi

f,kta {.I[kahI AlEta Perlew{nas mmor
d*n/ataa FHrEhpan

tangsd .""....."..-..-.." bdEn
'nerd(a rfiengeBahkan

penuEdilan
tshun

Nomor
tahuri..-.--..--.-"..-. --- me.rerafi Ekim kepfida

rieorEEg arak laki-tal.i / perE nF$afi berfia6rasaya b,al$,!a
iahir di ?ada krs$al

dari seorEng ibu bemEr*a

K€lahirBn ailak lersebut tellah dlcatautan de*lg*n Al& K€latiraE fttruor -....."..,..-
tffiggal
Fencatatm furakdhalcaka$ deh :

1- Hffme ut8ilr.."..-.- t*hun hlll(-"-.---. pe*edaan
atamal temp€l tinggEl
DesaJKelurafiEn ....... Kecamatan

bulan ........-....... tahun ............

...-... RT .., RW.,...

2. l,lafils uitlu.,...-"-. lahun hllK
fllamat iempEt tinggal
Besa{{eiurehan ...,...

RW.,...
Kecamatafl

+tabrrpatenlK*k- ---- PEslri*si

A€teldr Akta Penqemha* A$ak ini dibaealEn det dEe[askaE, dihtdakBgEni ubh a]ah lffin*JrE, ibu
ftan&rflS dan says.

Tandatafigsn Tardatan$a]r
&ydr ltanrh:ru Nbll Kan{,ijng Pe}ahat PetsEtahn SiFtl ....,"

Formulir 33 - Regrsfer alda pengesahan anak, dengan kode F-2.19

umur .,,,.,.-"..- tafiun linggal

Ke€aIBaten

hrrtrn



2) Formulir kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25, sebagai

berikut:

Formulir 34 - Kutipan akta pengesahan anak, dengan kode F-2.25

3) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode

CP.07, sebagai berikut

CATAYA}I ffiTiifi6lH

rEm(&TATAfi FEfrISESSIt&tr{ &F{ff (

tserdasarkan Akta Fe*g*sah*n Anak Nsmer tafl€g$l

bulan ,.......,,", tal'run ".............. ysrtg diterbitka* *leh

balx"ra ..,".,...- t'eish diffihkan sebegai anak seh

parangafl s*fr{:ni istri dari ........ "..",. d4n....." .,..,....

1/1

,u,rOuro..rr,.iJ. , o

#*p"",-"""-..".."..-"""."""""."

Formutir 35 - Catatan pinggir pencatatan pengesahan anak, dengan kode CP.07
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KUTIPAIf\I AKFA FEN GESAI-iAJ'* Ail{AK
EXCER T fiF CI-{II-8 LEGITIMATIS'{ CEH.TIFI*ATE

:::::: "" *l5*mtmffi$.ranak kardur*g arerr
has been [egitfrmet* as $leir rhitrd hy

Tah*n- seoraftg anak bernarna .-"

Pejabat Fencatatan S[pi[ ---

fficer nt Civ# fil.egiskatie,n

F*rP......

FEXqCATATAN s*PE

H.EGISTH.Y OFF]IIE

WARGA f*EGARA,""-
fiIATlfil-'tALlTY

Kutipan lni dike[uarka*
The excerff [s issued
Fada tanggal.
On date

bahrrra S."
thatin

. . .......". dan
and

p*da {anggal .-..--."""--
cn date'



4) Formulir catatan pinggir pencatatan pengesahan anak berdasarkan

pengadilan, dengan kode CP.08, sebagai berikut

CATATAil'I PIIItrfiGIfr

P:EiIEATATAStr PE:ISEfSAHA,$ AHAI(
ETENASA*KAiI FEIII]ET&FA'{ PE$I6AAII-AF{

Eerdasar{ffiri Penetapen Fe*gadilan"- - fd*rmsr-------

tangg** fou&ari "------- tahun bahrcJa

telah disakka* seb.egai anek sah pas{rngaft

Frjahat Fer*catatan 5ip!{-------"-.--

lrllP

Formulir 28- Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Berdasarkan
Penetapan Pengadilan, dengan kode CP.OB



K. Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib wajib dilaporkan

oleh penduduk kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

KabupatenlKota setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

Pejabat pencatatan sipilselanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipil.

{. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Nama

a. Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006.

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24Tahun2013.

c. Pasal53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

d. Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

e. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), (3), (4) dan

ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Perubahan Nama

a. Persyaratan Pencalatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan

berupa:

1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;

2) Kutipan akta pencatatan sipil;

3) FotokopiKartu Keluarga; dan

4) Fotokopi dokumen perjalanan bagi OA.

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan

tata cara sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode F-

2.0't serta menyerahkan persyaratan;

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan, dengan Catatan: fotokopi Kartu Keluarga

diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01, tldak

menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli, tidak perlu KTP-el saksi,

ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang di bawah umur) karena identitasnya

sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
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3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disd

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan

5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir

disampaikan kepada Pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Perubahan Nama

Formulir yang digunakan dalam pencatatan perubahan nama, terdiri dafl:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipildi Dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan

pinggir perubahan nama pada akta pencatatan sipildengan kode CP.09.

3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan

Nama

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halarman 24'27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petuniuk Teknis ini).

b. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan nama berupa catatan pinggir

perubahan nama pada akta pencatatan sipil dengan kode CP'09, sebagai

berikut:

IATATAH #*T{S6IR

PE$}CATATAH FER*.$B*fl AFI TlAi}TA

BendaEarkanFenetaperuFengadllaahlegerfr-----""-- NsFrnnr

tangg*E-.--.".".------ buEan-.-"" ,"-." tahun*--.".-,---*.--:---.-------- baFlr*a

telah beru,bah nama menjadi
3fi.._

Felahat fer*catatan S.ipfr I".-"..

f|il

Formulir 36 - Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama, kode CP-2.09



ncatatan Perubahan Status Kewarganegaraan \
Pencatatan perubahan status kewarganegaraan berdasarkan laporan instansi \-

terkait, atau penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari Warga

Negara Asing (WNA) menjadi Warga Negara lndonesia (WNl) maupun dari WNI

menjadiWNA yang telah mempunyai ketetapan hukum dari lnstansi yang berwenang

berupa Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang

Perubahan Status Kewarganegaraan. Perubahan status kewarganegaraan WNA

menjadi WNI dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan

untuk perubahan status kewarganegaraan WNI menjadiWNA dicatatkan pada kantor

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa perubahan status

kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang

bersangkutan kepada lnstansi Pelaksana sejak berita acara pengucapan sumpah atau

pernyataan janji setia oleh pejabat. Pejabat pencatatan sipil merubah status

kewarganegaraannya dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

dan kutipan akta pencatatan sipil. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 yang mengamanatkan bahwa perubahan status kewarganegaraan dari WNI

menjadi WNA di luar wilayah Republik lndonesia yang telah mendapatkan persetujuan

dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri, untuk diterbitkan Surat Keterangan

Pelepasan Kewarganegaraan lndonesia yang selanjutnya diberitahukan oleh

Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut

Peraturan Perundang-undangan untuk diproses penetapan perubahan status

kewarganegaraannya dan penetapan perubahan status kewarganegaraannya

disampaikan/diteruskan kepada lnstansi Pelaksana untuk pencatatan perubahan

status kewarganegaraannya dan membuatkan catatan pinggir pada register dan

kutipan akta pencatatan sipil.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di

Wilayah NKRI

1 ) Pasal 53 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

2) Pasal 54 Perpres Nomor 96 Tahun 2018

3) Pasal 81 , Pasal 82 ayal (1 ), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor ,1 08

Tahun 2019

4) Pasal 4 ayal (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (3)

dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019
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b. Pencatatan Anak Hasil Perkawinan Campuran

1) Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

2) Pasal 81 , Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 108

Tahun 2019;

3)Pasal4ayat(1)danayat(2),Pasal5ayat(1),Pasal6ayat(1)danayat
(3) dan ayat (4), Pasal 8 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

c. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan dari wNl Menjadi wNA di

Luar WilaYah RePublik lndonesia

a)PasalS4ayat(1),(2),(3)danayat(4)Undang-UndangNomor23Tahun

2OOO I Undang-Undang Nomor 24Tahun2O13

b) Pasal 28PP Nomor40 Tahun 2019

c) Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

d) Pasal81, Pasal 84 ayat(1), (2), (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

e) Pasal 4 ayat(1), (2) dan ayat (3), Pasal 5 dan Pasal 8 Permendagri Nomor

109 Tahun 2019.

2. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan wNA Menjadi wNl di

Wilayah NKRI

a. Persyaratan Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan wNA Menjadi

WNldiWilaYah NKRI

Perubahan status kewarganegaraan dari wNA menjadi wNl wajib

dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisli setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia

oleh pejabat.

pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing

menjadiWNl beruPa:

1) Fotokopi petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau

petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

2) Fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;

3) Kutipan akta Pencatatan sipil;

4) FotokoPi kartu keluarga;

5) KTP-el; dan fotokopi dokumen perjalanan.



b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi

WNldiWilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing

menjadiWNl dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode

F -2.01 serta menyerahkan persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres mengenai

persyaratan;

Catatan:

Fotokopi petikan Keputusan Presiden atau fotokopi Petikan Keputusan

Menteri dan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji

setia pemohon berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data

kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir

disampaikan kepada Pemohon.

6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain,

diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan

sebagai pengganti catatan pinggir.
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c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA M

WNI diWilayah NKRI

Formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil perubahan status

kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan sipil dengan kode F-2.01,

terlampir;

2) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan pada akta pencatatan

sipil, sebagai berikut:

a) catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dari wNA menjadi

WNI dengan kode CP.10.

b) catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariwNl menjadi

WNA, dengan kode CP.11

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi

WNldiWilayah NKRI

1) Pemohon menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang

Pewarganegaraan atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang

perubahan status kewarganegaraan, dengan penjelasan output dari

perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI ada yang

ditetapkan dengan Perpres dan Kepmenkumham:

a) Naturalisasimumidan orang asing yang telah berjasa kepada Republik

lndonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi

kewargan^garaan Rl oleh Presiden yang dilanjutkan dengan Sumpah

Janji.

b) Perubahan status kewarganegaraan dari perkawinan campuran yang

salah satu pasangannya WNA akan meja WNI ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan tidak perlu sumpah janji.

2) Pemohon menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan

Negara lndonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara

lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan

perubahan status kewarganegaraan;

3) Dalam halakta pencatatan sipilditerbitkan negara lain, Dinas menerbitkan

surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebbgai

pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan

negara lain.



Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil Perkawinan

Gampuran

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari

perkawinan campuran yang telah mendaftar, memilih menjadiWNl atau WNA atau

tidak memilih, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada

Disdukcapil KabupatenKota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat

penduduk berdomisili dan Penruakilan Republik lndonesia di luar negeri.

a. Persyaratan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak Hasil

Perkawinan Campuran

1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan bagi Anak

Berkewarganegaraan Ganda yang telah memiliki sertifikat bukti

pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilakukan dengan

memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

dari kantor lmigrasi atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri;

dan

b) Kutipan akta kelahiran.

2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan Anak

Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi WNl, dilakukan

dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi Keputusan Jt4enteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status

kewarganegaraan;

b) Kutipan akta pencatatan sipil;

c) Fotokopi Kartu Keluarga bagipendudukWNl;

3) Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi

WNA.

Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memilih menjadi

WNA dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a) Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan

keimigrasian; dan

b) Kutipan akta kelahiran.

4) Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah

satu kewarganegaraan dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

a. Fotokopi izin tinggaltetap; dan

b. Kutipan akta kelahiran.
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b. Tata Gara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah

memilih menjadiWNl atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada

angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Femohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode

F -2.01 serta menyerahkan persyaratan;

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dari

Kantor lmigrasi atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri (asli

hanya diperlihatkan) atau fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang

perubahan status kewarganegaraan berupa fotokopi (asli hanya

diperlihatkan) atau fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI karena

diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-

2.02; fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan

keimigrasian (asli hanya diperlihatkan); fotokopi izin tinggal tetap yang

(asli hanya diperlihatkan);

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabuphten/Kota atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri

melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil KabupateniKota atau Peruakilan Republik lndonesia di luar

negeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan

kutipan akta pencatatan sipil;

5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir

diserahkan kepada Pemohon.

6) Dalam hal kutipan akta pencatatan sipil dikeluarkan oleh negara lain,

diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status

kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.



c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak

Hasil Perkawinan Campuran

Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah

memilih menjadiWNl atau warga negara asing terdiridari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan

kode F-2.01.

2) Formulir hasilpelayanan pencatatan bagianak yang lahir dari perkawinan

campuran, sebagai berikut:

a) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah

mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP .12

b) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih

kewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), dengan kode

cP.13

. c) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih

kewarganegaraan, dengan kode CP. 14

d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Anak

Hasil Perkawinan Gampuran

1) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat dicatatkan di

dalam Wilayah NKRI melalui Dinas Dukcapil dan di luar Wilayah NKRI

melalui Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri dengan cara

pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02 sampai tersedia format isian

pencatatan ABG yang akan disisipkan pada Format F-2.01 atau F-2.02.

2) Pencatatan anak yang lahir dari perkawinan campuran:

a) Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan diterbitkan, anak tersebut, dapat dilaporkan

langsung kepada Dinas Dukcapil untuk memperoleh NIK dan kalau

belum mempunyai akta kelahiran diterbitkan juga akta kelahirannya

dengan status kewarganegaraan sebagai WNl.

b) Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diterbitkan, harus

jelas terlebih dahulu status anak tersebut (ABG atau WNA) karena

berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang

menyatakan bahwa anak hasildari perkawinan campuran memperoleh

Kewarganegaraan Republik lndonesia berdasarkan Undang Undang ini

dengan mendaftarkan diri kepada Menkumham melalui Pejabat atau

Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri paling lambat 4 (empat)

tahun setelah Undang-Undang ini diundang. Untuk itu diperlukan perlu
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adanya surat keterangan dari Kemenkumham

kewarganegaraannya apakah wNl atau wNA, selanjutnya dilaporkan

Kepada Dinas Dukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri untuk dibuatkan catatan pinggir sebagai ABG pada akta

pencatatan sipil atau surat keterangan sebagai pengganti catatan

pinggir apabila aktanya terbitan luar negeri.

3) Dalam hal Perwakilan Republik lndonesia belum dapat mencatatkan anak

hasil dari perkawinan campuran maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat

mencatatkannya dan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan

sipil (cP.1 1) atau surat keterangan pelaporan perubahan status

kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan

sipil yang diterbitkan negara lain.

4. Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar

Wilayah NKRI

a. Persyaratan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI

menjadiWNA di LuarWilaYah NKRI

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar wilayah

NKRI dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan

Republik lndonesia di luar negeri. Pencatatan perubahan status

kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar NKRI dengan

memenuhi persyaratan beruPa:

1. Fotokopi petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status

kewarganegaraan;

2. Kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan

3. Fotokopi dokumen perjalanan republik lndonesia.

b. Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi

WNA di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan wNl menjadi warga

negara lndonesia di luar wilayah NKRI dilakukan pada Perwakilan Republik

lndonesia di luar negeri dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan kode

F -2.02 dan menyerahkan persyaratan;

2) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri melakukan

verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;



Catatan:

Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan berupa

fotokopi bukan aslinya (asli hanya diperlihatkan) dan dokumen Perjalanan

Republik Jndonesia berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan);

3) Petugas pada Perwakilan Republik lndonesia yang dapat mengakses

basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam

basis data kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri

menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan lndonesia dan

mencatat perubahan status kewarganegaraan dan membuat catatan

pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil;

5) Pejabat pencatatan sipil pada Perwakilan Repubtik lndonesia di luar negeri

mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskan

kepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan

sipil;

6) Menteri meneruskan kepada Disdukcapil KabupatenlKota dan UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

7) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil.

c. Formulir Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi

WNA di Luar Wilayah NKRI

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga

negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

menggunakan formulir yang terdiri dari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipitdi LuarWilayah NKRl, dengan kode F-

2.02.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan

WNI menjadi warga negara asing, Surat keterangan pelepasan

kewarganegaraan dengan kode F-2.28.
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d. Penjelasan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

menjadi WNA di LuarWilaYah NKRI

1) Dalam hal Dinas Dukcapil mengetahui atau mendapat laporan dari

Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri atau Kantor lmigrasiyang

menyatakan bahwa ada wNl yang mempunyai paspor atau identitas

kependudukan negara lain yang masih berlaku, maka wNl tersebut tidak

otomatis dapat mencatatkan perubahan status wNl menjadiwNA, tetapi

dapat dinonaktifkan sementara data kependudukannya dalam slAK

sambil menunggu diterbitkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang pelepasan sebagaiWNl, setelah itu baru bisa dicatatkan

perubahan statusnya dari WNI menjadi WNA'

2) Pencatatan Perubahan status wNl menjadi wNA dilakukan oleh

Penvakilan Republik lndonesia di luar negeri, dalam hal Perwakilan

Republik lndonesia belum dapat mencatatkan perubahan status

kewarganegaraan wN I menjadi wNA, maka Disd ukcapil Kabu paten/Kota

dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan

memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil (CP.11) atau

Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan

sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang

diterbitkan negara lain.



5. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Perubahan

Status Kewarganegaraan

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf,a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luarwilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 - 37, BAB III Poin A Angka 4 Huruf f Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, sebagai berikut:

1) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariWNA menjadiWNl

dengan kode CP.'t0

CATftEBruflIru&Hffi
FE*TJEAffiAT* ffiN&TU*'{6tr*86$fl EGAE*A}I

rlAft I tlss* Irfi Ef**Axil srrul

&rdasarkan i{,epurBsi,fi"-* *llsrnor---""*--"--* tangEf
Esilan ----*-"*- t*hrn ---.-------.---.--.- d*n freri:Ea AEE[-& E$rEpa;llFeHryataan 3aeii

Setra Elumpr tasss3[ hrulan --"-"---------,

kewarganegaraan dari Warg* Hrgera
Gmdqnes;ia"

rnenladi Warga lllegnra

?&,_"

Pejahat Fencatata ft S[pal

Formulir 37 - Catatan Pinggir Perubahan Sfafus Kewarganegaraan dari
WNA meniadiWNl denoan kode CP-2.10
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2) Catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan dariwNl menjadi

WNA, dengan kode CP.11

CATAITHI Hil661*
FERtrlSAI{AI,l $TAIt S NffiWAffiAttlffieRAAI{

$ASI $'i*I MEH,Atr U,I'IA

Eerdas*rkan {eplttlJs*rt

t*rffiEl"-"----.-. buSa*----*-"-- ftthun--*-----

behsra-""""-*--- -.-"*-.-- telah kruhah statrs kewargaHEEErEaEx

d*rt Warga F*ryara l*domesi* raenjadi ltl*r-ga

.-".. 20..-

Feliilat Fenffitatail Sipi[ -.--"*--------

Hffi.-""-.*.-"*.--*.-

Formulir 38 - catatan Pinggir Perubahan stafus Kewarganegaraan dari

WNt meniadiWNA, dengan kode CP-2'11

3) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah

mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP'12

tfiffiffrtll ffiEffin
S#Ail ffiIE!trf,#fiAHE$AffifiAlffi *8'fU[ IffiEE fls ?fi}IE

:l[tAl{ *llEIfl}*ps*fif,I$ sEffI*Fll{&r ffirKIT FB#]&ileRA[l

BerdaEa rka n Sertifikat Buhi Perldaftaran d*ri"---*

!lomcr-.---....-.-".."-----.-,-----tangg*t.--..--"-.bulan*--**-*tafuLln---"---*"----""--
h*hrm ...- herstatus Warga Fleg*ra tr*dsnesla dan Warga

I{egara.-. -- sarnp*i hen*sia ?L tahur*-

;.ir*;;',***ffi --

Formulir 39 - Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda

Terbatas yang Telah Mendapatkan sertifikat Bukti Pendaftaran, dengan

f{onpr

H'n"""-._.-_-_,-.----.-"



CAT*TSHPI}IGSIT

MI( BEfr ITETU*fifi AI{IGAEffi H
6*SEA ?;.4I{E INI*il MTM$},IH HESISfifiAFIE6AB.AAFII

Eerdac*rkiln Heputusan Hsu*r.------".-."""---- tangga:|.-"

hulNa,n t*hun ha,truua EEINh

merrui,llfr mer{sdi Warga lHeg*ra

...... rfl"..

Pejabat Fencatatan Sipil ........."..

NtF....."..."".,........,".-.".

Formulir 40 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiths-
kewarganegaraan (WNl atau warga negara asing), dengan kode CP-2.13

4) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih

kewarganegaraan WNI atau warga negara asing), dengan kode

cP.13

5) Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih

kewarganeg ataan, dengan kode CP. 1 4

ffiT*TrullPISE&I*

AH&H BE[IilWAffi AH EEfr H*#H E&ruSA

YA'ffi TIBAI{ METII}ilH HEH{&ft&AFiIEGS*f,AH

Berdasarkan l{4utusan lt{fi'nur "..".""........."...... *nggal ....,...".,". buian

-.-..--"ghs* --."--.-.". brtsffi ."".-*"..--.*".---.-- rlruupaiu* Warp FIegan

"**-- -""*-***-* 3&'"'

FqiiahgE FErHat$B* Sipi$ .-"..".----

f'llF

Formulir 41 - Catatan pinggir anak berkewarganegaraan ganda yang
tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14
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5{'BAT FEEfr,!NHSI{&!{ PELEP&sAH X(EIHAB6AfiIE€ARAA.'1I

: Fel*pasan Ke$.,ErgEnegarEEn R X K*peda YtF*H,a{

LafinFIran

D,erxBdn Hormat,
SEy a yang bertenda tan gan dlbatueir in i :

:L- Nar"lts :

2. N:K lrr.JrT :

3 . Terrpat/TElla'lir :

4 - ler;s Kelamin :

5 . AiarFat :

6. PlJGff,Er DckumEn F€!"jaianan Rl :

7 . Na Akta K elahiran :

I - I\lo Akta Fertav.rinan :

I . Narnts Stramills teri :

1 O. NIK /NlT 5uami,'lste-i :

1 1. Alarnat te'akhir di lndrneE,a :

DEfigan ini nrengajukan pEr mohqnan melep*skan k€r,Jarg.anegarEEn H

!V*rEafiEgArB *erdasarkan suratfkeputu:an
tenFF*li

serniki.an urat perrfioll<rnan ini dibr*at untuk dapat diFrBsE5 lehfFl *a&iut-

Femohon

Mer*trri {yane mernblidangi
kewarganegaraanl ntela$qri Kepala
FerwaklBan Republik lndcnesia
di

menjadi
Nomsr

tu--_ --.-_. _-_

d. Formulir Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

Formulir 42 - Surat permohonan pelepasan kewaganegaraan



e. Formulir hasil pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia berupa surat keterangan

pelepasan kewarganegaraan dengan kode F -2.28, sebagai berikut:

H0P FEalir&l(ll-Ail *l
5{.,B*T TETESTA'{6AH FELEPJTSAH I(EH$AEGA,F{f,€ARA,AftI

REF{.'ELIX ISTtrO!{ESIA DI LUA5 IiITILAYAIi HI(E}
Norrror

- -"-- --.-".--. "-tahun Saya
Fen€atatEn

telah n'renet'[rria ]aporan
pelepesa* ketxarga negaradn *eplblik lndonesia menjadi 1lltrarEa hleEtsta

dari:

Na,r*a
hIIK
FtEmof Doksjrften Feqialaran R.[

Tempat tangga* [ahir
jenis ke[annin
Fekeriaan
*gFmE
KeFEtrryaafi Terhedap Tui!'lan YFrlf
Alarnat Baru
!*s- ParSi1f, EErr*
No Prkta Xelak lran t
ItIo Jtkta Perkararinan +

Itlama SuamiflEtri*
FIIK Suanniflrtri*
Alanrat teralileir d[ l*donesiia *
Ho- Fas@r Reptrblik Indone sia

--------------"2&- ---

Peiabat PefiEttntaF Slipil

Formulir 43 - Suraf keterangan pelepasan kewarganegaraan dengan kode F-2.28 , ',
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M. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin

dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan

setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, dengan memenuhi persyaratan, tata cara dan formulir yang digunakan dalam

pencatatan peristiwa penting lainnya.

1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

a. Pasal 56 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th 2006 dan

Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013

b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

c. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

d. Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan memenuhi

persyaratan berupa:

1) Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting

lainnya;

2) Kutipan akta pencatatan sipil; dan

3) Fotokopi Kartu Keluarga.

b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dengan tata cara

sebagai berikut:

1) Pemohon mengisidan menandatanganiformulir pelaporan dengan kode F-

2.01 serta menyerahkan persyaratan;

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan pencatatan.

Catatan:

Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir F-2.01, Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan

asli dan tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang

dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum-dalam formulir F'2.01.

3) Petugas pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT Disdukcapil

KabupateniKota melakukan perekaman data ke dalam basis data

kependudukan;



4) Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; dan

5) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir

disampaikan kepada Pemohon.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan menggunakan

formulir yang terdiri dari:

1) Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting lainnya berupa

catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatan

sipil dengan kode CP.15.

3. Lampiran Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

a. Formu[ir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halaman 24 - 27 , BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Catatan pinggir mengenai peristiwa penting lainnya pada akta pencatatan sipil

dengan kode CP.15, sebagai berikut:

IATATAGI PII{GG*R
PEM'EA'{A*I PE*I3TI14IfA PENTIFIE LAil*{HYA

tserdasari{an Fe*etapan trengadllan BJegert...".-"^.-.

Momsr,","..".." .....". tengga:|. bular:"..-..."..".
tahun-........... hahura fiama......*.....-
Akta Helahirsn Nsf,n$r. .. ta*gga*."." bu1an......."..".".."

tahurt".."........ telah rneruhah jeniskelamin dari"...".....-"..
menjadi..-..".,

.."."..".. rE.,
Fejahat Fencatata n Sipil

Formulir 44 - Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting Lainnya, dengan kode CP-2-!5
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N. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang

mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau

angka, dalam perkembangannya juga dapat dilakukan pencatatan pembetulan nama

pada akta pencatatan sipiltanpa melalui penetapan pengadilan/asas ContrariusAcfus,

penjelasan terkait Contrarius Acfus dibahas dalam BAB lV Buku Petunjuk Teknis

Pelayanan Pencatatan Sipil ini. Pembetulan akta pencatatan sipil tanpa melalui

penetapan pengadilan dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan

alasan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian penulisan nama pada akta

pencatatan sipil dengan dokumen identitas lainnya, misalnya ryazah, buku nikah dan

paspor.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

a. Pasal 71 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Th

2006/Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013

b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

c. Pasal5g ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

d. Pasal 86, Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 Permendagri Nomor 109

Tahun 2019

2. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

a. Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari

subjek akta dilaksanakan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik lndonesia dl tempat

penduduk berdomisili. Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan

permohonan dari subjek akta dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta

pencatatan sipil; dan

2) Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

b. Tata Cara Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari

subjek akta tanpa penetapan pengadilan (asas Contrarius Actus) dilakukan pada

Disdukcapii Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat

penduduk berdomisli atau Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dengan

tata cara sebagai berikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan kode

F -2.0 1 atau F -2.A2 serta me nyerah ka n persyaratan ;



2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan;

Catatan:

Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir F-2.01, tidak menarik dokumen autentik yang menjadi

persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil asli, tidak perlu KTP-el saksi

dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi

dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Repubulik lndonesia di luar negeri

melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Penrvakilan Republik lndonesia di luar

negeri membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil mengenai

pembetulan akta;

5) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil

dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil darisubjek akta; dan

6) Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada

Pemohon.

c. Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dengan permohonan dari

subjek akta dilakukan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dengan kode F-

2.01 alau Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI F-2.02.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil,

dengan kode CP.16.
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3. Lampiran Formulir yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembetulan Akta

Pencatatan Sipil

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01(Terlampir pada halaman 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir pelaporan pencatatan sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02

(Terlampir pada halaman 35 , 37, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a Buku

Petunjuk Teknis ini).

c. Formulir hasilpelayanan pencatatan pembetulan akta pencatatan sipildengan

kode CP.16, sebagai berikut:

fiATATAN F*N€GIR

FEM8ETUI.AN AIfiA FEhICATATAEI S1FI L

Eerdasarkan dokumen persyaratan denJatau pennrhonan

pendudr*k, teleh dilakukan pernhetunen".".."".""'".

me*jadi.......
pada Akta,." ."... Nor*or

......."..-. zt}".'

Peja hat Fencatatsri 5ipi1..".."

Formutir 45 - Catatan Pinggir Pembetutan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16



O. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil merupakan salah satu subsistem

pencatatan sipil di Indonesia. Pengaturan mengenai pencatatan pembatalan akta

pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan diatur dalam

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi"Kependudukan.

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipiljuga dapat dilakukan tanpa melalui

penetapan pengadilan/Contrarius Acfus diatur dalam Pasal 89 ayal(2) dan ayat (4)

Peraturan N/enteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Penjelasan terkait Contrarius

Acfus dibahas dalam BAB IV Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil ini.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

a. Pasal 72 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006/Undang-Undang Nomor 24 T ahun 2013

b. Pasal 102 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

c. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

d. Pasal 89 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Permendagri Nomor '109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan

Pengadilan

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan

pengadilan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili. Pencatatan

pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan

pengadilan, dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempuhyai kekuatan hukum

tetap;

2) Kutipan akta pencatatan sipilyang dibatalkan;

3) Fotokopi Kartu Keluarga.
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b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan

penetapan pengadilan dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan tata cara

sebagaiberikut:

1) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan kode F-2.01serta

menyerahkan persyaratan;

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persYaratan.

Catatan:

Fotokopi Kartu Keluarga diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum

dalam formulir F-2.01, tidak menarik salinan putusan pengadilan asli, tidak

perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur)

karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data

kependudukan;

4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil;

5) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta pencatatan sipil;

6) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan register akta pencatatan sipil dan

kutipan akta pencatatan sipil sesuaidengan putusan pengadilan'

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan

penetapan pengadilan dengan menggunakan formulir yan$ terdiri dari:

'1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, dengan kode F-

2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil

berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP.17.



3. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan SipilTanpa Penetapan Pengadilan

lContrarius Actus)

Selain melalui penetapan pengadilan pembatalan dapat dilakukan dengan

cara contrarius actus yaitu dengan tata cara pemohon mengisi dan

menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan. Penjelasan

terkait Contrarius Acfus lebih lanjut dibahas dalam BAB lV Buku Petunjuk Teknis

Pelayanan Pencatatan Sipil ini.

a. Persyaratan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa

Penetapan Pengadilan

Persyaratan dalam pembatalan tanpa penetapan pengadilan dapat memenuhi

persyaratan:

1) Kutipan akta pencatatan sipilyang akan dibatalkan;

2) Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;

3) Kartu Keluarga;

4) KTP-el;atau

5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

b. Tata Cara Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil Tanpa Penetapan

Pengadilan

Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud

dilakukan dengan cara: membuat catatan pinggir pada register akta

pencatatan sipil; mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; menerbitkan register

akta pencatatan sipildan kutipan akta pencatatan sipilsesuaidengan putusan

pengadilan.
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4. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pembatalan Akta

Pencatatan Sipil

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2-01(Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir hasil pelayanan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil

berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode cP.17, sebagai berikut:

TATATAil FtiI€EIil

PESICffTAT&FI PEfi*BETA$.&H AIff* PEF*C*TA?Afl slffi L

ErEflAS*iltAH Fffi rrArAfrllPtlFU*AH FEI{fiA$l*,AH

Berdas*rlun peftEtapam/pufusan pefigadilan"'.

frlom*r."......,- tanggal.".."..." .., te[ah

diNa h*ka n Pembata I*n Akta..... "....".....'...". Nornor

tarqgaI

.r,..,s..,,..,!,i'"""""' 20"'

Peiahat Fencatatsn Sipi 1,.,..". ",,

ruIP

Formulir 46 - Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Berdasarkan Penetapanl Putusan Pengadilan, dengan kode CP-2-1 7



Perjanjian Perkawinan

Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum

dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan

perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik

lndonesia dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia serta

perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk berdomisili.

1. Dasar Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan

a. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

b. Pasal 98, Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

c. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat(2)

Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Perianiian Perkawinan

a. Persyaratan Pencatatan Perianjian Perkawinan

pencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau

sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah

NKRI dan/atau di luar wilayah perjanjian perkawinan dilakukan dengan

memenuhi persYaratan beruPa:

1) Fotokopi akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang

berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia;

2) Kutipan akta perkawinan suamidan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh

negara lain;

3) KTP-el;dan

4) Fotokopi Kartu Keluarga.

b. Tata Gara Pencatatan Perjaniian Perkawinan

Pencatatan Pencatatan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau

sebelum dilangsungkan perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat di wilayah

NKRI dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia serta

perubahan atau pencAbutan perjanjian perkawinan dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat penduduk

berdomisili, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan .serta

menyerahkan PersYaratan;

Z) petugas pelayanan melakukan verlfikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan PersYaratan;

L
I

{

L

i

i.

l.

L

L



3) Petugas pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau upt

Kabupaten/Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam

basis data kependudukan ;

4) Pejabat pencatatan sipil pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau upt

disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta

perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan

jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan

5) Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat

keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

c. Formutir yang Digunakan dalam Pencatatan Perjanjian Perkawinan

1) Formulir pengajuan pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.01, terlampir.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan di wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

a) surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode

F-2.07.

b) surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan,

dengan kode F-2.08 sebagai berikut:

c) catatan pinggir perjanjian perkawinan yang Dibuat sebelum dan Pada

Saat Dicatatkan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta

Perkawinan, dengan kode F-2.19 sebagai berikut:

d) Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan

pada regis*ar dan kutipan akta perkawinan, dengan kodeF-2.20 sebagai

berikut:

e) Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan pada

register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode F'2.21 sebagai

berikut:



3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Perjanjian L
Perkawinan

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halainan 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Formulir hasil pelayanan pencatatan perjanjian perkawinan diwilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, terdiri dari:

1) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode

F-2.07 sebagai berikut:

KOF E[T*&S KEFE}IIDUBUI{AF* G'A'q PENCATATP..fi} SiPIi]
K&AUPATET#K*T,q

SUFTAT X{ETERJ\:I{EJqfi FElrqtrflfirhrq FER*fAr'&XiA3'I FERI(ArAIllrlAltl
hlomor

Parr& ttsl iini ...--.-..." tffiggtEl"-.-..".. bufian --------"----- khun '--.--''SayE
Feiabat FetlcdsiaE stpa--,,---.-" - -- - tdah ilrsfte{i'Ita lEporan PtrianFe$
ei["",lero, unlqk dEsertaliao daia6 &lda per*a$rinalr lftffErE la4o YaEg difre{bi{ttrx
Ltrft I'legara hl6nltr------------'-" tstgE'd'-- "-"'-- ',
aniara

HEm, (l-aki-takil :

NIK :

rlocEsr {}otf,-Erffir Feridaasn Rl :

Terqrat tenggd htlir :

Fe*e{aan :

AgryltetrbtrWiayfitldEFeIEaYaRn :

Alarnal ;

Kerirarc|EnEgBaan I

t{arna Ayafi :

Narca Ibu :

BSBEaB
:qarra {P*rEilnpuan } :

I'iIK :

Nom6r Dohlmsrt Feridanaa Et t :

Terlsrilt tasEEd Ehir :

Fekeriaan :

A$ErmarFeflEfirytrtrfftBerEaYEaE :

Alamat :

l(€crirarganEgtraEn :

Nar&a Ayafl :

Hamfi lbu :

Meftf$uk p#8 Eeila gerjnalrn FeEka'wEHfiEr !!olllor.-...-.. *q}gEfat''--"-.". Yang &xd
da?d8pat $f stari& -,. --...,."------,.-,--" yeQg hErhHrldldtwt tff - -- -- -'' --

Fdaptrcll pcfltrriiaB p€lhaysin€n ini daEert8tian pda dengaa S*ral lf.Elerangxn
ruapffictr FErDcatattrl F=d<ma{nan lfrll{I di[rm l,UBrys} I'I+{H' nof;rffi"'-
tanggal...--..,-..".".

.?4.-."
Fejabat FenE€tatarl Sip{t. .

r'ilF

Formutir 47 - Surat Keterangan Pelaporan Perianiian Perkawinan,
denoan kode F-2.07
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2) Surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengan

kode F-2.08 sebagai berikut:

[}de tlart inl .-........- tEtrEEE.,---.... btrlE$ ..-----.------ lahrrn ---.----srya '-.--.."--""""'
Fdabat F€rtatBltrl SEPi-------'---------, HIh rrbefttf,irrEl :laFsrffi]
peit A"ft*rpretoabutsn p,6rng.€ian ferks6ri6ag tmtrik dE5ertagi6n dslam *ld.a
p*rkarnrinan f[rBfira triaiE ].atrq dtErtfftan flash il{egar8

,EOF EIF,IAS KEP]ENSUE'UKAF* tsAl'd FEII{E:F.TATAN SIFrL
KAEI.IFATENdK*TA

SUFIAT 
'CETEftAil{}Afi 

PERTJEAHE]i* y'

F'EFIEAEUT'IIF'I FEE,I&$., [AF, PE*,KAtftf t]sAF{
Homor :......-......-..-..

alrfimor *angEaI.....--...-...., an*dE :

Harlia B-S(i,-{aki}
ruIt(
lrlomar DE*ilrfter} P€*idaEan Rl
Tc!flpat tfiilgu|d t*fr{r
h{teriamr
Ag.Erl}a"{FHtgfryst KepeEEaYaan
Alanral
*{e$Itslgetqttrasn
illamf, Fr?rafn
Hama lbu

,{arna (PerelrpuaB } :

FtI}t
hlcrr?oF E}*r.ffirBn PEfidanaR Ft I
TerlrBqt {ErEqrd [afiir
Fe*te{aa*l
AgrEdrla,tFffi Ehailai l(epe Ecagaan
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Formutir 48 - Surat Keterangan PerubahanlPencabutan Perianiian Perkawinan,
dengan kode F-2.08



3) Catatan pinggir perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan pada saat

dicatatkan perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan

kode CP.1 9 sebagai berikut:
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Formulir 49 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan yanE
Dibuat Sebelum dan Pada Saat Dicatatkan Perkawinan Pada
Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan kode CP.19

4) Catatan pinggir perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan

pada register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.20 sebagai

berikut:
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Formulir 50 - Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan Selama
Dalam lkatan Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta

Perkawinan, dengan kode CP.20
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Formulir 51 - Catatan Pinggir PerubahanlPencabutan Perianiian
Perkawinan Pada Register dan Kutipan Akta Perkawinan, dengan

kode CP.21

5) Catatan pinggir perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan pada'

register dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP.21 sebagai berikut:

etr-2-an



Q. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen \..
Keimigrasian

1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak ,

Memiliki Dokumen Keimigrasian

a. PasalTT Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

b. Pasal 95, Pasal 96 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 \-

c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki \-

Dokumen Keimigrasian

a. Persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak \.-

Memiliki Dokumen Keimigrasian

Peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki \*
dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

dapat dilaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil L
Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting. Pencatatan peristiwa

penting yang dialami oleh orang asing yang tidak memiliki dokumen !.
keimigrasian dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa bukti peristiwa

penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan I
terjadinya peristiwa penting.

b. Tata Cara Pencatatan Peristiwa Penting Bagi Orang Asing yang Tidak L
Memiliki Dokumen Keimigrasian

Pencatatan peristiwa penting yang dialamioleh orang asing yang tidak ,

memiliki dokumen keimigrasian dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat terjadinya peristiwa penting, 
i

dengan tata cara sebagai berikut: \-

1) Pemohon mengisi dan menandatanganiformulir pelaporan F-2.01 serta

menyerahkan persyaratan L
2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan; \*
Catatan:

Bukti peristiwa penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang I
yang menyatakan terjadinya peristiwa penting berupa fotokopi, asli hanya

diperlihatkan dan Dinas tidak mengambil bukti peristiwa penting yang f
asli.

3) Petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data ,!
kependudukan dan pencetakan dokumen;



4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota di

terjadinya peristiwa penting menerbitkan surat keterangan peristiwa

5) ;l;l?lngan peristiwa pentins diserahkan kepada Pemohon'

c. Formuliryang Digunakan dalam Pencatatan Peristiwa Penting BagiOrang

Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian

Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh orang asing yang tidak

memiliki dokumen keimigrasian dilakukan dengan menggunakan formulir yang

terdiridari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan sipil di Dalam wilayah NKRI, dengan

kode F-2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh

orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian diwilayah NKRI,

berupa surat keterangan, dengan kode CP.13.



Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Peristiwa Penting

Bagi Orang Asing yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian \-
a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB lll Poin A Angka 4 Huruf 3 \*.

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Surat keterangan pencatatan sipil bagi orang asing yang tidak memiliki L
dokumen keimigrasian, dengan kode formular CP.13, sebagai berikut:
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Formulir 52 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing yang
Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian, dengan kode CP-2.13



R. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia yang

telah dicatatkan pada instansiyang berwenang di negara setempat belum dilaporkan

kepada Penivakilan Republik lndonesia di luar negeri, dilaporkan kepada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk

berdomisili.

1. Dasar Hukum Pencatatan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

a. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 64,Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

2018

b. Pasal 7, Pasal 85 ayat (3), Pasal 97 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

c. Pasal 6, Pasal 7 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019

2. Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

a. Persyaratan Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar witayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat namun belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik

lndonesia di luar negeri dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa:

1) Fotokopi bukti pencatatan peristiwa penting yang diterjemahkan oleh

penerjemah tersumpah, atau

2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak

3) Fotokopi Kartu Keluarga

b. Tata Cara Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonc .a yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di

negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik lndonesia di

luar negeri dilakukan Disdukcapil KabupatenlKota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili, dengan tata cara sebagai

berikut

1) Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan

persyaratan.

2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

pelaporan dan persyaratan.

3) Petugas pada Disdukcapil KabupateniKota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota meJakukan perekaman pelaporan dalam basis data

kependudukan.



4) Pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disd u kcapil Kabu paten/Kota menerbitkan surat keterangan pelaporan.

c. Formulir yang Digunakan dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa Penting

dari Luar Negeri

Pencatatan peristiwa penting dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia, dilaporkan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli untuk melakukan

pencatatan dengan menggunakan formulir yang terdiri dari:

1) Formulir Pelaporan Pencatatan Sipildi Dalam Wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01.

2) Formulir hasil pelayanan pelaporan peristiwa penting dari luar wilayah

Negara Kesatuan Republik lndonesia pada Disdukcapil Kabupaten/Kota

atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisli,

berupa surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luarwilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.12.
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3. Lampiran Formulir Yang Digunakan Dalam Pencatatan Pelaporan Peristiwa

Penting dari Luar Negeri

a. Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode

F-2.01 (Terlampir pada halam an 24 - 27, BAB Ill Poin A Angka 4 Huruf a

Buku Petunjuk Teknis ini).

b. Surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah Negara

Kesatuan Republik lndonesia, dengan kode F-2.12 sebagai berikut:
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Formulir 53 - Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil, dengan kode F-2.12



BAB IV

PENYELESAIAN MASALAH PENCATATAN SIPIL

A. Asas Hukum Contrarius Actus.

1. Pengertian

Asas Confra rius Actus adalah asas yang menyatakan bahwa badan atau pejabat

tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat berwenang

membatalkan atau memperbaiki secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain

keberatan atau mengajukan gugatan.

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

pembatalan akta pencatatan sipil dapat melalui pejabat pemerintahan yang menetapkan

keputusan atau atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam instansi ini adalah

Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat dan Pasal 89 ayat (2) dan ayal (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3. Prinsip dasar

a. Contrarius Acfus melekat pada Jabatan bukan pada pejabat, sehingga Contrarius

Acfus dapat dilakukan pada jabatan dalam kurun waktu masa jabatan pejabat lain.

b. Tidak menunda pelaksanaan keputusan pejabat TUN sampai pengadilan

membuktikan sebaliknYa.

c. Batasan Untuk Penggunaan Contrarius Actus

Ketetapan mengenai Batasan pembatalan tercantum pada pasal 66 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

"Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling

lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan

pembatalan."

4. Contoh Penerapan Kasus di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri

Sejak tahun 2020 Disdukcapil Kabupaten Wonogiri telah menyelesaikan kasus

pembatalan akta pencatatan sipiltanpa melalui pengadilan/Contrarius Acfus sebanyak

28 kasus. Uraian data kuantitas kasus tersebut meliputi:

a. Tahun 2020 terdapat 4 kasus, dengan 1 kasus pembatalan akta kelahiran dan 3

kasus pembatalan akta kematian.



b. Tahun 2021 terdapat 13 kasus, dengan 2 kasus pembatalan akta kelahiran dan 11 L
kasus pembatalan akta kematian.

c. Tahun 2022hingga bulan Aprilterdapat 11 kasus, dengan 4 kasus pembatalan akta \_
kelahiran dan 7 kasus pembatalan akta kematian.

Sampel kasus:

a. Kutipan akta kematian dengan nama yang tertulis MISNO tidak sah dikarenakan

yang bersangkutan masih hidup. terdapat kesalahan pelaporan kematian dari pihak

perangkat desa saudara Ferry lriawan, sehingga MISNO yang masih hidup justru

dilaporkan meninggal, maka dari itu akta kematian dengan nomor 3312-KM-

29072021-0066 dengan tertulis nama MISNO tidak sah dan dibatalkan.

b. Kutipan akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-25042013-0064 tertulis nama

AMIN NUDIN tersebut digunakan untuk kepentingan pendaftaran kepala desa,

namun tidak sesuai dengan tlazahyangtertulis AMIN KHUDORI lalu setelah selesai

proses pendaftaran kepala desa dan tidak terpilih saudara AMIN KHUDORI ingin

mengembalikan akta kelahirannya ke nama semula sesuai dengan ijazah yang ia

miliki yaitu AMIN KHUDORI, maka akta kelahiran dengan Nomor akta 3312-LT-

25042013-0064 atas nama AMIN NUDIN dibatalkan. Hal ini murni karena kelalaian

pihak pelapor untuk mendapatkan akta kelahiran yang tidak sesuai dengan

data yang sebenarnya.
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B. Diskresi

1. Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diskresi

adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat

pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya

stagnasi pemerintahan.

2. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Prinsip dasar

Prinsip dasar dalam penggunaan diskresi yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintah

adalah:

a. Sesuaidengan tujuan diskresi;

b. Sesuaidengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

c. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan

e. Dilakukan berdasarkan itikad yang baik

Syarat tambahan yang wajib dipenuhi terkait penggunaan diskresi, yakni

penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh

persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persetujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat

hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan

tersendiri, diantaranya adalah Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Mengisi

kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan Mengatasi stagnasi

pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun yang dimaksud d'engan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat

dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagaiakibat kebuntuan atau disfungsidalam

penyelenggaraan pemerintahan, contohnya seperti keadaan bencana alam atau gejolak

politik.



4. Contoh Penerapan Diskresi

Dalam hal ini sebagai contoh penerapan diskresi adalah penggunaan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai

kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJI/

Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua

kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran

seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai

Pasangan Suami lstri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua

kandunglwali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan

perkawinan seseorang yang di dalam Kartu Keluarga sudah tercantum sebagai

Pasangan Suami lstri dengan diketahui2 (dua) orang saksi.

Dalam pengurusan akta kelahiran, selama ini penduduk sering merasakan

kesulitan melengkapi persyaratan surat keterangan lahir dari DokteriBidan/Penolong

Kelahiran terlebih baglyang mengurus akta kelahiran setelah berusia dewasa. Hal ini

disebabkan surat keterangan lahir tersebut tidak ada, hilang atau tidak disimpan baik-

baik oleh orangtuanya karena sudah terlalu [ama. Apabila tidak memlliki surat

keterangan lahir: maka persyaratan menjadi tidak lengkap, akhirnya tidak bisa

mengurus akta kelahiran. Dengan latar belakang tersebut pemerintah menerbitkan

SPTJM sebagai solusi sementara.

SPTJM mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak Menteri Dalam Negeri Rl

menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2016

tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri

ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa kepemilikan akta kelahiran sebagaiwujud

pengakuan negara atas identitas anak masih rendah.

Praktik diskresidalam pelaksanaan pencatatan sipiladalah Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil yang mengakomodir penerimaan berkas belum lengkap untuk

tetap diproses dengan dilengkapiselama proses berjalan. Dengan begitu apabila terjadi

persyaratan yang belum terpenuhi maka permohonan akan tetap diterima dan diproses

sembari masyarakat tersebut melengkapi persyaratan.
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IL G. penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

L 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi KePendudukan

pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di lndonesia saat ini berdasarkan

pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 20,t3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan

menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang

Administrasi Kependudukan bertaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat

dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk, yaitu perkawinan

yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Contoh implementasi adalah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:

916/Pdt.P/2022IPN.Sby. yang telah mengabulkan perkawinan beda agama dari pemohon,

kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Surabaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut.



BAB V

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelayanan pencatatan sipil ini dibuat, untuk menjadi

panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan

pelayanan pencatatan sipil dan memberikan pedoman pelaksanaan dalam hal

pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelayanan pencatatan sipil khususnya

dalam pelayanan pencatatan sipil kepada masyarakat baik diwilayah NKRI maupun

di luarwilayah NKRI. Harapan dengan terbitnya Buku Petunjuk inidapat meningkatnya

kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam

pelayanan pencatatan sipil dan Memberikan standar yang sama dan terukur bagi

petugas di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, UPT Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dan

petugas pada kantor Perwakilan Republik lndonesia di luar negeri dalam pelayanan

pencatatan sipil dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 20'13 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi

Kependudukan dan S'trat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan Nomor

470113287lDukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan

Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
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